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Perekat   Rakyat   Sulteng

   Hari & Tanggal	 Imsak	 Subuh      Magrib	 Isya

Kamis, 	 27/03	 04:39	 04:49	 18:12	 19:20
Jumat, 	 28/03	 04:38	 04:48	 18:12	 19:20
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JadwalJadwal  ImsakiyahImsakiyah
Jadwal Imsak dan Waktu Shalat

di KOTA PALU Ramadhan 1446/2025

27
Ramadhan

1446 H

Oleh: Binti Hidayah, S.E
(Pemerhati Sosial)

Ramadan Momentum Pelaksanaan Islam kaffah

■ Baca  DUKUNG... Hal. 7

■ Baca  RAMADAN... Hal. 7

■ Baca  WAGUB...Hal. 7 ■ Baca  MUDIK...Hal. 7

■■ Baca  Baca   BPBDBPBD... ... Hal. 7Hal. 7

Wagub Sulteng Lepas 
Rombongan Mudik Gratis

SULTENG RAYA - Wakil Gubernur 
Sulawesi Tengah (Wagub Sulteng) 

Reny A Lamadjido melepas 
rombongan peserta Berani Mudik 

Gratis Idul Fitri 2025, program mudik 
gratis yang diinisiasi pemerintah 

daerah (pemda) setempat.

“Program ini merupakan 
bagian dari inisiatif Bera-
ni Sehat dan Berani Cer-
das yang akan terus kami 
laksanakan. Kami harap 
perjalanan ini berlangsung 
aman, nyaman, dan lancar 
bagi seluruh peserta mu-
dik," kata Reny A Lama-
djido, di Palu, Rabu.

Ia menjelaskan mudik 
gratis 2025 merupakan pro-
gram Pemerintah Provinsi 
Sulteng  yang memberikan 
kesempatan bagi seribu 

orang warga untuk pulang 
kampung secara aman dan 
nyaman.

Ia juga mengimbau ke-
pada seluruh sopir yang 
bertugas mengantar para 
pemudik, agar selalu men-
jaga kondisi fisik selama 
perjalanan.

"Sebelum keberangkatan, 
sopir telah menjalani pe-
meriksaan kesehatan. Jika 
merasa lelah, saya minta 

WAKIL GUBERNUR Sulawesi Tengah Reny A Lamadjido menyampaikan sambutannya saat melepas rombongan peserta mudik dalam program Berani Mudik Gratis Idul Fitri 2025 yang 
diinisiasi Pemerintah Provinsi Sulteng, Rabu (26/3/2025). FOTO: ANTARA/RANGGA MUSABAR

Puncak Mudik Lebaran di Palu, 
1.500 Penumpang Gunakan 

Angkutan Laut
SULTENG RAYA - Kan-

tor Kesyahbandaraan dan 
Otoritas Pelabuhan (KSOP) 
Kelas II Teluk Palu Wilayah 
Kerja Donggala, mencatat 
puncak arus mudik di Pe-
labuhan Donggala terjadi 
pada 26 Maret 2025 dengan 
total 1.500 penumpang yang 
menggunakan angkutan 
laut dari  Palu tujuan Sura-
baya. 

"Untuk di Pelabuhan 
Donggala hari ini adalah 
puncak arus mudik Lebaran 
Idul Fitri 1446 Hijriah," kata PENUMPANG KM Dharma Kencana V di pelabuhan Donggala, 

Sulawesi Tengah saat hendak mudik lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, 
Rabu (26/3/2025). FOTO: ANTARA/MOH. SALAM

RUTE
BERANI
MUDIK 
GRATIS

Kapolres Morut Salurkan 
Bantuan Sembako kepada 
Pengungsi Banjir di Bunta

KAPOLRES MORUT, AKBP Reza Khomeini mengunjungi dan memberikan 
bantuan sembako kepada para pengungsi banjir yang ditampung di Balai Desa 
Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Rabu (26/3/2025). FOTO: IST

Program mudik gratis 
difasilitasi Pemprov 

Sulteng melayani rute
 

Kota Palu - Tentena 
Poso - Ampana 

Tojo Una-una - 
Luwuk

Banggai-Kolonodale
 

Morowali Utara-
Bungku 

Morowali - Kotaraya 

Parigi Moutong
Tolitoli - Buol.

58 unit
armada
berjenis
travel bus

SULTENG RAYA - Ka-
polres Morowali Utara, 
AKBP Reza Khomeini, S.I.K. 
bersama Wakapolres, Kasat 
Binmas dan KBO Satin-
telkam Polres Morowali 
Utara memberikan bantuan 
sembako kepada para pen-
gungsi banjir yang ditam-
pung di Balai Desa Bunta, 
Kecamatan Petasia Timur, 
Rabu (26/3/2025).

Dengan didampingi oleh 
Kepala Desa dan perangkat 
Desa Bunta, Kapolres Mo-
rowali Utara memberikan 
bantuan sembako kepada 
para pengungsi. Hal ter-
sebut dilakukan sebagai 
bentuk kepedulian Polri, 
khususnya Polres Morowali 
Utara terhadap masyarakat 
yang membutuhkan.

Dukung Satgas 
RAFI 2025, Serambi 
MyPertamina Hadir 
dengan 10 Layanan 

Unggulan

BI Sulteng 
Luncurkan Program 
Inovasi Pojok QRIS

KEPALA KPw BI Sulawesi Tengah Rony Hartawan saat men-
yampaikan sambutannya pada peluncuran program inovasi 
baru QRIS Mantap Palu Maju Bersama atau Pojok QRIS di Kota 
Palu, Rabu (26/3/2025). FOTO: IST

SULTENG RAYA - Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tengah (Sulteng) 
meluncurkan program inovasi baru QRIS Mantap 
Palu Maju Bersama atau Pojok QRIS di ibu kota 
Sulteng.

"Program ini bagian dari upaya memudahkan 
masyarakat dalam bertransaksi dengan meman-
faatkan layanan digital," kata Kepala KPwBI Sul-
teng Rony Hartawan pada peluncuran program 
pojok QRIS di Kota Palu, Sulteng, Rabu.

Ia mengemukakan program ini merupakan kerja 
sama antara Bank Indonesia bersama Pemerintah 
Kota (Pemkot) Palu dalam upaya memudahkan 
masyarakat untuk mendaftar merchant QRIS.

SERAMBI MyPertamina menyediakan layanan kursi pijat 
gratis, membantu mengurangi kelelahan pemudik sebelum 
kembali melanjutkan perjalanan. FOTO: IST

SULTENG RAYA – Dalam rangka mendukung 
kenyamanan masyarakat selama arus mudik 
Idulfitri 1446 H, Pertamina Patra Niaga Regional 
Sulawesi kembali menghadirkan Serambi MyPer-
tamina sebagai bagian dari layanan ekstra selama 
masa Satgas Ramadan & Idul Fitri (RAFI) 2025.

Tahun ini, Serambi MyPertamina beroperasi di 
tiga titik strategis, yakni SPBU 74.90503 Maros, 
SPBU 74.90757 Barru, dan Bandara Internasional 
Sultan Hasanuddin, Makassar. 

Layanan di SPBU Maros dan Barru beroperasi 
mulai 24 Maret hingga 13 April 2025, sedangkan 
layanan di Bandara Hasanuddin dimulai pada 3 
April hingga 13 April 2025. Ketiganya buka setiap 
hari dari pukul 08.00 hingga 22.00 WITA.

■ Baca 

BI SULTENG...
Hal. 7

Tidak terasa, kita su-
dah berada pada ba-

bak akhir Ramadan. 
Tinggal beberapa 

hari lagi, Rama-
dan akan segera 
berlalu. Tentu 

dalam suasana penuh rasa 
haru. Di sisi lain, Idulfitri 
akan segera datang. Tentu 
dalam suasana penuh ha-
rapan akan kemenangan, 
juga kegembiraan, setelah 
menjalankan ibadah puasa 

selama sebulan.  
Namun demikian, keme-

nangan sejati tidak hanya 
terbatas pada lapar dan da-
haga yang sukses kita atasi 
setiap hari selama Ramadan. 
Kemenangan sejati adalah 
saat kita mampu meraih 
predikat takwa. Sebabnya, 
itulah tujuan utama dari 
ibadah puasa, “Hai orang-
orang yang beriman, telah di-

wajibkan atas kalian berpuasa, 
sebagaimana puasa itu pernah 
diwajibkan atas orang-orang 
sebelum kalian, agar kalian 
bertakwa.” (QS Al-Baqarah 
[2]: 183).

 Bulan ini adalah bulan 
kebajikan yang istimewa, 
bukan hanya karena bulan 
puasa dan ibadah, tetapi 
juga karena bulan ini ada-
lah kesempatan berharga 

untuk merenungkan hubun-
gan kita dengan Allah dan 
mengevaluasi kembali arah 
hidup kita untuk berubah 
menjadi lebih baik, dan 
untuk mempertimbangkan 
tujuan sejati kita dan mende-
finisikan konsep kesuksesan 
dalam hidup kita, bukan 
dari perspektif duniawi, 
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SULTENG RAYA - Kepala Biro 
Komunikasi dan Layanan Informasi 
Kementerian Pertanian (Kementan), 
Moch Arief Cahyono, menyatakan 
per 25 Maret 2025, harga telur ayam 
ras nasional berada di angka Rp 
29.475 per kilogram. 

Pihaknya mengungkapkan di ten-
gah fenomena eggflation yang melan-
da berbagai negara dan menyebabkan 
lonjakan harga telur, Indonesia justru 
menunjukkan kondisi yang berbeda. 
Produksi telur nasional melimpah, 
harga tetap stabil, dan pasokan 
terjaga. Fenomena eggflation telah 
membuat harga telur di banyak 
negara melonjak tajam, berdampak 
pada produk berbasis telur seperti kue 
kering dan makanan olahan lainnya 
yang kini mencapai rekor tertinggi. 

P ihaknya juga mengatakan 
menurut Love Money per Senin 
(24/3/2025), lonjakan harga ini 
disebabkan oleh berbagai faktor, 
termasuk wabah flu burung yang 
meningkatkan biaya produksi serta 
krisis pasokan di sejumlah negara. 
Di Swiss, misalnya, harga telur per 
kilogram kini menyentuh 6,85 dolar 
AS atau sekitar Rp 113.534. 

Sementara itu, di Selandia Baru 
harga mencapai 6,22 dolar AS atau 
Rp 103.063, di Singapura 3,24 dolar 
AS atau Rp 53.687, di Amerika Seri-
kat 4,11 dolar AS atau Rp 68.103, di 
Prancis 4,08 dolar AS atau Rp 67.606, 
dan di Australia 4,13 dolar AS atau 
Rp 68.428.

“Seperti yang sudah disampaikan 
oleh Menteri Pertanian (Mentan) 
Andi Amran Sulaiman, pemerintah 
terus menjaga stok dan harga ko-
moditas pangan strategis, termasuk 
telur. Alhamdulillah, berkat kerja 
keras semua pihak, terutama petani 
dan peternak, pada Ramadan dan 
Lebaran kali ini, stok dan harga 
sembilan komoditas pangan strategis 

SULTENG RAYA - Bank Dunia 
melaporkan Indonesia menjadi salah 
satu negara dengan kinerja pengum-
pulan pendapatan pajak terburuk 
di dunia. Rasio pendapatan pajak 
Indonesia terhadap produk domestik 
bruto (PDB) disebut termasuk yang 
terendah.

Melalui laporan bertajuk ‘Econo-
mic Policy: Estimating Value Added 
Tax (VAT) and Corporate Income Tax 
(CIT) Gaps in Indonesia’, Bank Dunia 
melaporkan rasio pajak terhadap 
PDB pada 2021 lalu hanya 9,1%.

Angka ini tercatat jauh lebih ren-
dah jika dibandingkan dengan nega-
ra tetangga seperti Kamboja dengan 
rasio pajak terhadap PDB 18,0%, Ma-
laysia 11,9%, Filipina 15,2%, Thailand 
15,7%, dan Vietnam 14,7%.

Bank Dunia juga mencatat diban-
dingkan dengan sepuluh tahun se-
belumnya, angka tax ratio Indonesia 
pada 2021 mengalami penurunan 
sekitar 2,1 poin persentase. Pandemi 
Covid-19 disebut turut memperparah 
rasio pajak Indonesia terhadap PDB 

dengan penurunan tajam ke angka 
8,3% pada 2020 lalu.

“Kesenjangan kepatuhan mening-
kat secara signifikan pada tahun 
2020, yang kemungkinan besar dise-
babkan oleh konsekuensi ekonomi 
dari pandemi COVID-19, yang men-
gakibatkan meningkatnya insentif 
untuk menghindari dan menunda 
pembayaran pajak,” terang Bank 
Dunia dalam laporannya, dikutip 
Rabu (26/3/2025).

Menurut Bank Dunia, salah satu 
akar masalah yang disoroti Bank Du-
nia adalah kinerja pajak pertambahan 
nilai (PPN) dan pajak penghasilan 
(PPh) Badan yang kurang optimal.

Pada 2021, kontribusi kedua in-
strumen tersebut hanya sebesar 66% 
dari total penerimaan pajak atau 
setara dengan 6% dari PDB. Meski 
lebih produktif dibanding instrumen 
pajak lain, angka itu masih relatif 
rendah dibandingkan negara-negara 
tetangga.

“Hal ini dapat disebabkan oleh 
kombinasi berbagai faktor, termasuk 

kepatuhan yang rendah, tarif pajak 
efektif yang relatif rendah, dan basis 
pajak yang sempit,” papar Bank 
Dunia.

Secara keseluruhan kondisi ini 
diperkirakan membuat Indonesia 
kehilangan potensi penerimaan pajak 
hingga Rp 944 triliun selama perio-
de 2016-2021. Potensi ini meliputi 
kehilangan akibat masalah ketidak-
patuhan (compliance gap) pada PPN 
maupun PPh Badan, serta kehilangan 
akibat kebijakan perpajakan yang 
dipilih pemerintah (policy gap).

“Estimasi kesenjangan PPN dan 
PPh Badan tersebut, secara rata-rata, 
mencapai 6,4% dari PDB atau Rp 944 
triliun antara tahun 2016 dan 2021,” 
lapor Bank Dunia.

Untuk rinciannya, Indonesia ditak-
sir kehilangan hingga Rp 387 triliun 
dan Rp 161 triliun akibat masalah 
ketidakpatuhan pada PPN maupun 
PPh Badan. Sedangkan Rp 138 triliun 
serta Rp 258 triliun lainnya hilang 
akibat kebijakan perpajakan yang 
dipilih pemerintah. DTC

ILUSTRASI. FOTO: GRANDYOS ZAFNA

Bank Dunia Bongkar 
Buruknya Kinerja 

Penerimaan Pajak di Indonesia

SULTENG RAYA - PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk 
(BBNI) menyetujui pembelian kem-
bali (buyback) saham yang telah 
dikeluarkan dan tercatat di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah 
sebesar-besarnya Rp 1,5 triliun. 

Hal itu sebagaimana diumumkan 
dalam RUPST yang berlangsung 
di Menara BNI, Jakarta, Rabu 
(26/3/2025).

RUPST juga menyetujui pen-
galihan saham hasil pembelian 
kembali yang disimpan sebagai 
saham treasuri (treasury stock) 
untuk pelaksanaan program Kepe-
milikan Saham Pegawai dan/atau 
Direksi dan Dewan Komisaris 
yang memenuhi syarat dan/atau 
pengalihan lain yang sesuai dengan 
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dan perundang-undangan. 

RUPST BNI semula dijadwalkan 
pada 13 Maret 2025, namun berge-
ser menjadi 26 Maret 2025.

Perubahan jadwal itu selaras 
dengan bank-bank lain yang terga-
bung dalam Himpunan Bank Milik 
Negara (Himbara). 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
menggeser jadwal RUPST dari 11 
Maret menjadi 24 Maret 2025, Bank 
Mandiri dari 12 Maret menjadi 25 
Maret 2025, dan Bank Tabungan 
Negara (BTN) dari 14 Maret men-
jadi 26 Maret 2025.

Penyesuaian ini dilakukan guna 
memastikan seluruh kebijakan 
yang diambil sesuai dengan re-
gulasi terbaru dan memberi-
kan waktu yang cukup bagi ma-
sing-masing perseroan untuk 
mempersiapkan agenda rapat 
dengan lebih matang.

Terkait buyback, BBRI meny-
etujui rencana untuk melakukan 
buyback saham dengan jumlah 
sebesar-besarnya Rp 3 triliun, seba-
gaimana Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) pada 
Senin (24/03).

Sedangkan BMRI menyetujui 
rencana untuk melakukan buyback 
saham dengan jumlah sebesar-be-
sarnya Rp 1,17 triliun, sebagaimana 
RUPST pada Selasa (25/3/2025).

Buyback saham akan dilakukan 
melalui melalui Bursa Efek mau-
pun di luar Bursa Efek, baik secara 
bertahap maupun sekaligus, dan 
diselesaikan paling lama 12 bulan 
setelah tanggal RUPST.

Buyback saham dilakukan untuk 
memperkuat kepercayaan investor, 
serta menyesuaikan diri dengan 
kondisi pasar, yang mana pen-
danaan dalam buyback berasal dari 
kas internal perusahaan.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keu-
angan (OJK) telah menerbitkan 
kebijakan pelaksanaan pembelian 
kembali (buyback) saham tanpa 
melalui rapat umum pemegang 
saham (RUPS), di tengah kondisi 
pasar yang berfluktuasi secara 
signifikan.

Kebijakan buyback saham tanpa 
RUPS telah disampaikan kepada 
direksi perusahaan terbuka, mel-
alui surat resmi OJK tertanggal 18 
Maret 2025.

Kebijakan ini dapat meningkat-
kan kepercayaan pelaku pasar, 
mengurangi tekanan, serta merupa-
kan tindak lanjut dari pertemuan 
dengan para pemangku kepentin-
gan di pasar modal yang telah dise-
lenggarakan pasal 3 Maret 2025. ROL

BNI Setujui Buyback 
Saham Rp 1,5 Triliun 
Lewat RUPST 

Kementan Pastikan Produksi Telur 
Melimpah di Tengah Fenomena Eggflation

dalam kondisi aman, bahkan melim-
pah,” kata Arief, Selasa (25/3/2025).  

Arief menjelaskan kondisi peter-
nakan di Indonesia berbeda dengan 
negara lain karena neraca telur ayam 
nasional saat ini mengalami surplus. 
Berdasarkan proyeksi neraca pangan 
2025 yang dihimpun oleh Badan Pan-
gan Nasional (Bapanas), produksi 
telur ayam ras mencapai 6,4 juta ton, 
sedangkan kebutuhan bulanan seki-
tar 518 ribu ton. Dengan demikian, 
Indonesia diperkirakan akan terus 
mengalami surplus.

“Surplus ini menunjukkan kapasi-
tas produksi yang kuat. Kami akan 
terus memastikan keseimbangan 
antara pasokan dan harga agar tidak 
merugikan peternak maupun konsu-
men,” katanya. 

Di sisi lain, pihaknya mengatakan 
negara-negara eksportir grand parent 
stock (GPS) ayam ke Indonesia justru 
mengalami kekurangan pasokan 
dan harga telur mereka melonjak 
tinggi. Amerika Serikat, Prancis, dan 
beberapa negara Eropa yang selama 
ini menjadi pemasok utama GPS 
ke Indonesia kini tengah berjuang 
menghadapi krisis pasokan akibat 
wabah penyakit unggas dan kenai-
kan biaya produksi.

SULTENG RAYA - Kepa-
la Center of Macroeconomi-
cs and Finance Institute for 
Development of Economics 
and Finance (Indef) M Rizal 
Taufikurahman mengatakan 
lonjakan rasio pembagian 
dividen Bank Mandiri men-
jadi 78 persen merupakan 
strategi untuk menarik mi-
nat investor. 

Rasio pembagian dividen 
(dividend pay out ratio) 
Bank Mandiri tahun buku 
2024 naik signifikan menjadi 
78 persen, sementara sela-
ma tahun buku 2019-2023, 
rasio pembagian dividen 
perseroan tercatat hanya 60 
persen.

“Kenaikan ini tampaknya 
lebih mencerminkan stra-
tegi jangka pendek untuk 
meningkatkan daya tarik 
saham di mata investor,” 
ujar Rizal saat dihubungi di 
Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

Selain itu, ia menuturkan 
upaya tersebut juga dapat 
menambah kepercayaan 
para pelaku pasar terhadap 
prospek kinerja perseroan.

Meskipun begi tu ,  ia 
menyampaikan pening-
katan dividend pay out ratio 
tersebut harus disikapi den-
gan hati-hati, terutama ter-
kait ruang fiskal perseroan. 

“Langkah ini menyisakan 
pertanyaan mengenai ruang 
fiskal Bank Mandiri untuk 
ekspansi organik, transfor-
masi digital, dan mitigasi 
risiko ke depan, khususnya 
dalam konteks ketidakpas-
tian global dan domestik,” 
kata Rizal.

Selain peningkatan rasio 
dividen, ia menuturkan 
rencana buyback saham 
senilai Rp 1,17 triliun juga 
dapat memperkuat persepsi 
para pelaku pasar terhadap 
fundamental perseroan.

Namun, ia menyatakan 
langkah buyback tersebut 
juga dapat menciptakan 
distorsi harga saham yang 
bersifat sementara, dan bu-
kan cerminan nilai intrinsik 
yang sesungguhnya.

Rizal juga menyampaikan 
walaupun buyback dapat 
memperbaiki rasio keuan-
gan terkait earnings per 
share (EPS) dan return on 
equity (ROE), tapi secara 
substansi langkah tersebut 
tidak menciptakan nilai tam-
bah baru bagi produktivitas 
maupun pertumbuhan aset 
perusahaan.

“Jika dana yang diguna-
kan adalah dana internal 
yang seharusnya bisa dialo-
kasikan untuk peningkatan 

kredit UMKM, ekspansi sek-
tor strategis, atau digitalisasi 
sistem perbankan, maka 
strategi ini patut dikritisi 
karena berpotensi mengor-
bankan misi intermediasi 
jangka panjang,” ucapnya.

Rizal pun berharap pe-
rubahan jajaran komisaris 
dan direksi Bank Mandiri 
melalui rapat umum pe-
megang saham tahunan 
(RUPST) pada 25 Maret 
2025, yang salah satunya 
posisi wakil direktur utama 
yang kini dipegang oleh 
Riduan, dapat membawa 
pergeseran kebijakan strate-
gis dan penataan ulang arah 
manajerial.

Sementara, penunjukan 
kembali Darmawan Junaidi 
sebagai direktur utama bisa 
diartikan sebagai sinyal kon-
tinuitas kinerja perseroan.

“Pasar akan membaca 
perubahan ini melalui aksi 
nyata dalam strategi ekspan-
si, efisiensi operasional, dan 
peran Bank Mandiri dalam 
mendukung agenda trans-
formasi ekonomi nasional. 
Jika tidak diiringi dengan 
perbaikan tata kelola dan 
inovasi, maka perubahan 
pengurus bisa saja dinilai se-
kadar rotasi kelembagaan,” 
imbuhnya. ROL

Ekonom: Lonjakan Rasio Dividen Jadi 
Cara Bank Mandiri Tarik Investor

BNI. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pembelian 
kembali (buyback) saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indo-
nesia (BEI). FOTO: REPUBLIKA/ADITYA PRADANA PUTRA

KOMODITI telur. FOTO: ANTARA

Arief menjelaskan bahwa eggfla-
tion terjadi di negara-negara yang 
menjadi sumber impor GPS, seperti 
Amerika Serikat dan beberapa nega-
ra Eropa, termasuk Prancis. Kondisi 
yang kurang stabil di negara-negara 
tersebut menunjukkan industri pe-
ternakan ayam petelur secara global 
sedang menghadapi tantangan.

Selain itu, Kementan memasti-
kan stabilisasi ketersediaan bahan 
baku pakan. Upaya stabilisasi ini 
dilakukan melalui berbagai pro-
gram, seperti pengembangan sentra 
jagung, optimasi distribusi pakan, 
dan pemanfaatan bahan baku al-
ternatif. Keberhasilan pemerintah 
dalam meningkatkan produksi 
jagung nasional sebagai sumber 
utama pakan ternak menjadi salah 
satu faktor kunci dalam menjaga 
kestabilan harga dan pasokan telur 
di dalam negeri.

“Ketersediaan pakan yang stabil 
dan terjangkau menjadi kunci utama 
keberhasilan industri perunggasan,” 
ujar Arief.

Surplus produksi ini juga mem-
buka peluang bagi Indonesia untuk 
mengekspor telur ayam ke berbagai 
negara yang mengalami keterbatasan 
pasokan. 

“Kekurangan stok di negara lain 
bisa menjadi peluang bagi kita un-
tuk melakukan ekspor. Salah satu 
rencana ekspor adalah ke Amerika 
Serikat. Berdasarkan neraca komo-
ditas, pemerintah siap mengirimkan 
1,6 juta butir telur setiap bulan,” 
ungkap Arief.

Ia menegaskan bahwa Kemen-
tan telah melakukan perhitungan 
matang agar ekspor tidak meng-
ganggu ketersediaan telur di dalam 
negeri. “Kami selalu memeriksa 
neraca komoditas untuk memastikan 
keseimbangan pasokan,” katanya 
mengakhiri. ROL
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SULTENG RAYA - Kepala Ek-
sekutif Pengawas Perbankan OJK, 
Dian Ediana Rae, menyatakan terus 
mendorong pengembangan serta 
penguatan peran perbankan dae-
rah, termasuk perbankan syariah, 
dalam mendukung pertumbuhan 
ekonomi nasional yang inklusif dan 
berkelanjutan. 

Hal ini disampaikan dalam ke-
giatan Dialog Bersama Industri 
Perbankan di wilayah Solo Raya, 
beberapa waktu lalu.

Dian menekankan pentingnya 
perbankan daerah untuk lebih 
memainkan peranannya, agar per-
kembangan perbankan berkorelasi 
positif dengan kondisi perekono-
mian nasional dan perekonomian 
daerah. 

Dian juga menyampaikan bahwa 
forum ini merupakan kesempatan 
yang baik untuk melakukan dialog 
terkait perkembangan perbankan 
daerah. Perbankan daerah perlu 
terus meningkatan kinerja dan 
kontribusi untuk mendorong per-
tumbuhan ekonomi di wilayah 
masing-masing, sehingga secara 
agregat akan mendorong pertum-
buhan ekonomi secara nasional. 

“Kami mengharapkan sinergi 
antar pihak-pihak terkait di dae-
rah, yakni Bank Indonesia, OJK 
dan lembaga terkait lainnya dapat 
terus ditingkatkan,” katanya dalam 
keterangan tertulis yang diterima 
Sulteng Raya, Rabu (26/3/2025).

Menurutnya, bahwa saat ini se-
suai dengan undang-undang, OJK 
memiliki peran untuk mendukung 
pengembangan ekonomi daerah 
melalui penciptaan dan pengem-
bangan sumber-sumber ekonomi 
baru di daerah. 

Selanjutnya, untuk mendukung 
peran perbankan daerah, OJK telah 
menerbitkan Roadmap Penguatan 
Bank Pembangunan Daerah 2024-
2027 serta Roadmap Pengembangan 
dan Penguatan Industri BPR BPRS 
2024-2027. 

Sebelumnya, pada Pertemuan 
Industri Tahunan Jasa Keuangan 
2025 yang lalu, OJK telah mem-
proyeksikan pertumbuhan kredit/

pembiayaan perbankan pada tahun 
2025 berada di kisaran 9-11 persen, 
didukung dengan penghimpunan 
Dana Pihak Ketiga yang meningkat 
di level 6-8 persen. 

Proyeksi ini merefleksikan pros-
pek positif pertumbuhan ekonomi 
nasional di tengah ketidakpastian 
ekonomi dan ketegangan geopolitik 
yang masih terus berlanjut. Per-
bankan nasional diharapkan dapat 
berperan aktif untuk menjadi salah 
satu motor penggerak pertumbuhan 
dengan penyediaan pembiayaan 
bagi pertumbuhan kegiatan pere-
konomian nasional.

Data OJK mencatat industri per-
bankan nasional dalam kondisi 
stabil dengan pertumbuhan aset 
Bank Umum sebesar 6,34 persen 
yoy pada Januari 2025 menjadi 
Rp12.410,7 triliun. 

Kinerja intermediasi perbankan 
juga tumbuh positif dengan profil 
risiko yang terjaga. Pertumbuhan 
kredit tetap melanjutkan double 
digit growth sebesar 10,27 persen 
yoy menjadi Rp7.782,2 triliun. 

Di sisi lain, dana pihak ketiga 
(DPK) perbankan tercatat tumbuh 
sebesar 5,51 persen yoy menjadi 
Rp8.879,3 triliun.

Perbankan syariah juga menun-
jukkan perkembangan yang baik. 
Berdasarkan data hingga Januari 
2025, total aset tercatat tumbuh 9,17 
persen yoy menjadi sebesar Rp948,2 
triliun dengan market share tercatat 
senilai 7,5 persen. 

Dari sisi intermediasi, total pen-
yaluran pembiayaan tercatat se-
besar Rp639,1 triliun atau tumbuh 
9,77 persen yoy. Sementara Dana 
Pihak Ketiga (DPK) yang berha-
sil dihimpun mencapai sebesar 
Rp737,4 triliun atau tumbuh 9,85 
persen yoy.

Di sisi lain, kinerja industri BPR/S 
juga relatif stabil. Fungsi interme-
diasi industri BPR/S tetap baik, 
dengan kredit/pembiayaan yang 
masih tumbuh 5,41 persen yoy 
menjadi Rp166,4 triliun serta DPK 
meningkat sebanyak 8,70 persen 
yoy menjadi Rp166,5 triliun per 
Desember 2024. RHT

SULTENG RAYA – Ka-
polda Sulawesi Tengah 
menyelenggarakan kegiatan 
Safari Ramadhan 1446 H di 
Aula Torabelo Polresta Palu, 
Selasa (25/3/2025).

Dalam kesempatan ter-
sebut, Wakapolda Sulteng, 
Dr. Helmi Kwarta Kusuma 
Putra Rauf, S.I.K.,M.H me-
wakili Kapolda menyam-
paikan selamat menjalankan 
ibadah Puasa di bulan suci 
Ramadhan 1446 H bagi yang 
melaksanakannya.

“Semoga pada bulan yang 
penuh berkah ini, kita semua 
senantiasa dapat melaksana-
kan tugas pengabdian kepa-
da masyarakat, bangsa dan 
negara,” kata Wakapolda.

Wakapolda menjelaskan, 
dalam bulan ramadan ini, 
peran tokoh agama sangat 
penting dalam memberikan 

pemahaman kepada umat-
nya. Ada lima peran uta-
ma tokoh agama atau alim 
ulama, sebagai pendidik 
(murabbi), sebagai pemberi 
nasihat (muwajjih), sebagai 
teladan (uswah hasanah), 
sebagai pemersatu umat 
(mu’allif), dan sebagai peng-
gerak kebaikan (mujaddid).

Wakapolda mengingatkan, 
Polri di dalam melaksanakan 
tugasnya untuk memelihara 
keamanan serta ketertiban 
masyarakat, tentunya tidak 
dapat bekerja sendiri. Se-
hingga Polri membutuhkan 
dukungan dan bantuan dari 
seluruh stakeholder terkait, 
partisipasi aktif dari masy-
arakat, termasuk dari para 
tokoh agama dan masyarakat 
itu sendiri. 

“Untuk itu, perkenankan 
saya mengajak kepada kita 

semua, agar kiranya dapat 
berperan aktif dalam me-
melihara dan menjaga Kam-
tibmas, khususnya di bulan 
suci Ramadhan ini, sehingga 
dapat terwujud situasi yang 
aman, nyaman dan damai 
dalam menjalankan ibadah 
di bulan suci Ramadhan 
ini,” ajak Wakapolda.

Wakapolda juga berpesan 
kepada unsur Forkopimda 
Kota Palu, agar dapat me-
mahami dengan baik bahwa 
Forkopimda memiliki peran 
yang sangat penting dan 
strategis dalam membangun 
pola hubungan yang harmo-
nis antar unsur pimpinan 
daerah guna mendukung 
pelaksanaan sejumlah pro-
gram.

Baik program kebijakan 
prioritas pemerintah, pro-
gram pembangunan nasio-

nal, menjamin iklim inves-
tasi yang kondusif, meme-
lihara stabilitas politik dan 
keamanan di daerah, serta 
sinergitas hubungan pusat 
dengan daerah.

“Oleh karena itu, saya 
berpesan kepada bapak 
ibu yang tergabung dalam 
Forkopimda Kota Palu, agar 
senantiasa dapat bekerja 
sama dengan baik yang 
dilandasi oleh semangat 
kebersamaan, kekompakan, 
kekeluargaan dan semangat 
gotong royong agar dapat 
memberikan kontribusi 
positif sesuai tugas fungs-
inya masing masing bagi 
kemajuan pembangunan 
nasional dan daerah, serta 
mewujudkan kemakmu-
ran masyarakat di seluruh 
wilayah Kota Palu,” pesan 
Wakapolda. RHT

WAKAPOLDA Sulteng, Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf. FOTO: ISTIMEWA

Wakapolda: Jaga Kamtibmas Butuh Sinergi 
Lintas Sektor, Polisi Tidak Bisa Bekerja Sendiri

Perbankan Daerah 
Perlu Sinergi 

Dorong Pertumbuhan 
Ekonomi Inklusif 

dan Berkelanjutan
SULTENG RAYA – Se-

bagai bank yang senanti-
asa berkomitmen dalam 
p e m b e r d a y a a n  U s a h a 
Mikro, Kecil, dan Menen-
gah (UMKM) di Indonesia, 
PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. (BRI) terus 
memperluas akses pasar 
bagi UMKM binaannya ke 
ranah internasional. 

Setelah sukses mengge-
lar BRI UMKM EXPO(RT) 
pada Februari 2025 lalu, 
BRI melanjutkan inisia-
tifnya dengan membawa 
produk-produk unggulan 
UMKM alumni BRI UMKM 
EXPO(RT) ke ajang pameran 
dagang berskala global.

Dalam upaya mendu-
kung daya saing UMKM 
di pasar internasional, BRI 
turut serta dalam Natural 
Product Expo West (NPEW) 
2025, yang berlangsung di 
Anaheim, California, Ame-
rika Serikat, pada 5-7 Maret 
2025 lalu. 

Mengusung tema “Trade 
with Remarkable Indone-
sia”, pameran ini merupa-
kan salah satu ajang terbesar 
di dunia untuk produk na-
tural, yang menghadirkan 
lebih dari 3.000 produsen 
dari berbagai negara dan 
menarik sekitar 65.000 pen-
gusaha bisnis global. 

Sebagai platform busi-
ness-to-business (B2B), 
NPEW 2025 menjadi pelu-
ang strategis bagi UMKM 
Indonesia untuk menem-
bus pasar internasional dan 
menjangkau buyer serta 
importir potensial di Ame-
rika Serikat.

BRI mempromosikan tiga 
UMKM binaan alumni BRI 
UMKM EXPO(RT), yaitu 
Drink Palmas (minuman 
fungsional berkarbonasi), 
Timtim Natural Estusae 
(makanan sehat dan rem-
pah-rempah asli Indonesia), 
serta CV Agradaya Indo-
nesia (produk rempah dan 
obat herbal). Bekerja sama 
dengan Indonesia Trade 
Promotion Center (ITPC) 
Los Angeles, BRI membuka 
jalan bagi UMKM Indonesia 
agar semakin dikenal dan 
diminati oleh pasar Amerika 
Serikat.

Selama tiga hari pameran, 
ketiga UMKM binaan BRI 
berhasil mencatatkan poten-
si transaksi (potential deals) 
dengan nilai yang menjanji-
kan, yaitu Total potensi deal 
yang berhasil dicatatkan 
mencapai USD 754.800 atau 
sekitar Rp28 miliar. Keber-

telah dikenal secara global, 
namun untuk dapat ber-
saing di pasar Amerika Se-
rikat, kualitas dan keberlan-
jutan adalah faktor utama. 
UMKM yang berpartisipasi 
dalam pameran ini telah me-
lewati proses seleksi ketat 
dan siap berkompetisi di 
pasar internasional,” ung-
kapnya.

Corporate Secretary BR, 
Agustya Hendy Bernadi 
menambahkan, partisipasi 
UMKM binaan BRI dalam 
NPEW 2025 merupakan ba-
gian dari perjalanan berke-

lanjutan pasca BRI UMKM 
EXPO(RT).

“Langkah ini merupakan 
bagian dari strategi berke-
lanjutan kami dalam men-
dorong UMKM Indonesia 
menjadi pemain global. Kei-
kutsertaan dalam pameran 
internasional ini juga me-
rupakan bentuk dukungan 
nyata BRI untuk mendorong 
pengusaha UMKM go glo-
bal yang diharapkan dapat 
mendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional melal-
ui ekspor produk lokal,” 
ujarnya. RHT

UMKM Binaan BRI Tembus Pasar 
Global, Ikuti Pameran Natural 
Product Expo West 2025 di Los Angeles

DIAN EDIANA RAE

NATURAL Product Expo West (NPEW) 2025, yang berlangsung di Anaheim, California, Amerika 
Serikat. FOTO: DOK. BRI

hasilan ini menjadi bukti 
bahwa produk UMKM In-
donesia memiliki daya saing 
tinggi di kancah global.

BRI Representative untuk 
koridor Amerika Serikat, 
Budi Pratama menegaskan 
pentingnya peran BRI dalam 
memfasilitasi UMKM agar 
dapat menemukan mitra 
bisnis internasional. 

“BRI secara aktif men-
dukung UMKM Indonesia 
untuk memperluas jang-
kauan pasarnya hingga ke 
luar negeri, terutama Ame-
rika Serikat. Inisiatif ini 
merupakan wujud nyata 
dari komitmen kami dalam 
membantu UMKM menem-
bus pasar global,” katanya 
dalam keterangan tertulis 
yang diterima Sulteng Raya, 
Selasa (25/3/2025).

Sementara itu, Elizabeth 
Souw, Marketing Specialist 
untuk produk-produk Indo-
nesia, menyoroti pentingnya 
diferensiasi dalam persain-
gan pasar Amerika Serikat. 

“Produk-produk Indo-
nesia harus memiliki nilai 
tambah agar dapat bersaing 
di pasar global. Selain itu, 
produk natural Indonesia 
juga memiliki keunggulan 
dalam masa simpan yang 
panjang, yang menjadi fak-
tor penting bagi buyer di 
Amerika Serikat,” jelasnya.

Senada dengan hal ter-
sebut, Kumara Jati, Ph.D., 
Direktur ITPC Los Angeles, 
menyampaikan bahwa kua-
litas dan keberlanjutan me-
rupakan aspek kunci untuk 
memasuki pasar Amerika 
Serikat. 

“Indonesia memiliki keka-
yaan alam yang luar biasa. 
Produk natural Indonesia 
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Kehadiran Telkom Soluti-
on menjadi langkah strategis 
bagi Telkom untuk men-
dominasi pasar B2B yang 
potensinya masih terbuka 
lebar, seperti segmen swasta 
(private sector), BUMN, dan 
pemerintah. Direktur Enter-
prise & Business Service Tel-

kom Venusiana menjelaskan 
bahwa saat ini Telkom Solu-
tion fokus pada tiga solusi 
unggulan dengan layanan 
yang lebih inovatif dan ter-
integrasi, meliputi Connec-
tivity+, Cyber Security, dan 
Artifi cial Intelligence (AI).

“Telkom Solution me-

(Kiri ke Kanan) OVP Enterprise Marketing & Regional Management Telkom Reni Yustiani, OVP Enterprise Product Development Telkom 
Tanto Suratno, dan VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko saat Media Gathering Telkom, beberapa waktu yang 
lalu. FOTO: TELKOM

Telkom Solution Hadirkan Solusi Digital Inovatif 
untuk Segmen Market Enterprise Business

SULTENG RAYA - PT Telkom Indonesia 
(Persero) Tbk (Telkom) melalui Telkom 
Solution, terus memperkuat perannya seba-
gai penyedia solusi digital terdepan untuk 
market B2B di Indonesia.

rupakan bentuk komitmen 
kami dalam menyediakan 
layanan digital yang rele-
vant dengan kebutuhan 
market B2B saat ini. Kami 
ingin memastikan bahwa 
setiap pelanggan mendapat-
kan solusi terbaik dalam 
mendukung transformasi 
digital mereka.” ujar Venu-
siana.

OVP Enterprise Marke-
ting & Regional Manage-
ment Telkom Reni Yustiani 
melanjutkan, potensi market 
B2B di Indonesia masih ter-
buka lebar. Reni mengurai, 
di segmen swasta, terdapat 

136 grup usaha atau konglo-
merasi bisnis dengan jarin-
gan afi liasi lebih dari 4.800 
yang tersebar di berbagai 
daerah di Indonesia. 

“Selain menggarap mar-
ket konglomerasi perusa-
haan swasta, Telkom Soluti-
on siap mendukung aksele-
rasi digitalisasi di 12 klaster 
BUMN, 48 kementerian, 120 
lembaga pemerintah dan 553 
pemerintah daerah,” jelas 
Reni saat buka puasa bers-
ama awak media di Jakarta.

Menyambung penjelasan 
Reni, OVP Enterprise Pro-

duct Development Telkom 
Tanto Suratno menyampai-
kan Connectivity+ adalah 
layanan konektivitas yang 
terintegrasi secara end-to-
end yang didukung layanan 
SD-WAN, Cloud, Data Cen-
ter, dan IT Services untuk 
meningkatkan kapabilitas 
operasional bisnis pelang-
gan B2B. 

Sementara itu, untuk 
mendukung implementasi 
perlindungan data pribadi 
(PDP) dan layanan keama-
nan digital multi-layered, 
Telkom berkolaborasi den-

gan global giant tech com-
panies dalam penyediaan 
solusi  Cyber Security. Di 
samping itu, layanan Artifi -
cial Intelligence (AI) berbasis 
use case dapat memberikan 
insight mendalam guna 
meningkatkan efi siensi dan 
produktivitas bisnis.

Reni menambahkan, ke-
hadiran Telkom Solution 
semakin memperkuat posisi 
TelkomGroup sebagai pe-
mimpin dalam penyediaan 
solusi digital di berbagai 
sektor bisnis, serta men-
dorong akselerasi transfor-

masi digital di Indonesia. 
“Segmen B2B Telkom dibagi 
menjadi dua. Untuk segmen 
market small medium enter-
prise (SME) menggunakan 
brand Indibiz. Sedangkan 
untuk market enterprise 
businesses seperti pemer-
intah, BUMN, dan swasta 
yang membutuhkan solusi 
digital yang lebih advanced, 
kami menggunakan brand 
Telkom Solution,” ucap Reni 
menjabarkan perbedaan 
Telkom Solution dan Indibiz 
di market B2B Telkom.*#Ele-
vatingYourFuture*/HJ

SULTENG RAYA - Ke-
menterian Agama (Keme-
nag) menyiapkan ribuan 
posko Masjid Ramah di jalur 
mudik yang tersebar di pu-
luhan provinsi di Indonesia. 
Posko berbasis masjid ini 
disiapkan untuk membantu 
kelancaran dan kenyamanan 
para pemudik pada lebaran 
1446 H/2025 M.

"Ada 6.180 posko berbasis 
Masjid Ramah di Jalur Mu-
dik yang telah disiapkan," 
ujar Dirjen Bimas Islam Abu 
Rokhmad dalam keteran-
gannya di Jakarta, Selasa 
(25/3/2025). 

Menurut dia, posko terse-
but akan buka 24 jam dan pi-

haknya sudah berkoordinasi 
dengan Kanwil Kemenag 
Provinsi agar posko berbasis 
masjid di jalur mudik ber-
siap memberi layanan ter-
baik, seperti menyediakan 
toilet bersih, tempat men-
gambil air wudhu, tempat 
rehat sejenak, dan bahkan 
menyediakan makanan dan 
minuman takjil. 

“Ini sesuai dengan arahan 
Menteri Agama Nasaruddin 
Umar agar Kemenag ikut 
berpartisipasi dalam mem-
berikan kenyamanan para 
pemudik dalam perjalanan-
nya,” ucap Abu.

Abu mengatakan, pihak-
nya juga terus mendorong 

SEJUMLAH pemudik beristirahat di halaman Masjid Babussalam, 
Kersamanah, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (19/4/2023). 
FOTO: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA

Kemenag Siapkan 6.180 Posko 
Masjid Ramah Mudik Buka 24 Jam

SULTENG RAYA - Bursa 
Efek Indonesia (BEI) me-
negaskan, gejolak di pasar 
modal belakangan ini le-
bih banyak dipengaruhi 
oleh sentimen global dan 
persepsi investor, bukan 
karena melemahnya funda-
mental ekonomi. Direktur 
Utama BEI, Iman Rachman 
mengatakan, stimulus yang 
diberikan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dalam be-
berapa hari terakhir cukup 
berdampak, meskipun ha-
silnya membutuhkan waktu 
untuk benar-benar terasa.

"Stimulus yang dilakukan 
oleh OJK saya rasa cukup 
signifi kan. Baru berjalan dua 
hari, jadi tentu butuh waktu 
untuk melihat hasilnya,"ujar 
Iman dalam acara Buka 
Puasa Bersama Media Pasar 
Modal Indonesia di Jakarta, 
Senin (24/3/2025).  

Sementara itu, Direktur 
Pengembangan BEI Jeffrey 
Hendrik menyebut, tekanan 
di pasar modal sudah terasa 
sejak kuartal IV tahun lalu 
dan berlanjut hingga awal 
tahun ini.  "Dari awal tahun, 
kita melihat penurunan 
suku bunga Bank Indonesia 
hingga pengumuman pe-
rang dagang oleh Amerika 

jajaran Kementerian Agama 
dan Badan Kesejahteraan 
Masjid (BKM) daerah untuk 
bergerak."Komunikasikan 
dan bersamai masjid-masjid 
untuk memberi layanan 
terbaik. Ini wujud nyata la-
yanan keagamaan berdam-
pak bagi umat," kata Abu. 

Berdasarkan data yang 
dihimpun Bimas Islam, ada 
6.180 masjid yang tersebar 
di 23 provinsi yang sudah 
siap menjadi posko mudik 
lebaran. Dengan kolaborasi 
dan kontribusi semua pihak 
terkait di daerah, program 
ini diharapkan membantu 
pemudik. 

"Jumlahnya terus bertam-
bah dan kita update terus. 
Partisipasi pun berdatan-
gan, mulai sumbangan ma-
kanan, minuman, sarung, 
cairan pembersih, ataupun 
tenaga," ujar Abu.

Program ini merupakan 
implementasi dari Surat 
Edaran Menteri Agama 
No.2 tahun 2025. Menag 
Nasaruddin Umar meminta 
masjid buka 24 jam untuk 
membantu kelancaran arus 
mudik nasional 2025. Se-
bagai tindak lanjut, Ditjen 
Bimas Islam menggerakkan 
jajarannya, dari pusat hing-
ga daerah untuk kesuksesan 
dan kenyamanan mudik 
Idul Fitri 1446 H. RPB

KARYAWAN mengamati Layar eletronik pergerakan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia 
(BEI), Jakarta, Rabu (19/3/2024). FOTO: REP/PRAYOGI

BEI Optimistis Pasar Modal Indonesia 
Mampu Hadapi Gejolak Global

Serikat. Indeks kita terus 
mengalami tekanan yang 
cukup besar, tetapi bela-
kangan sudah mulai terlihat 
tanda-tanda pemulihan," 
kata Jeffrey.  

Ia juga mencatat bahwa 
selama kuartal I tahun ini, 
terdapat 10 perusahaan baru 
yang mencatatkan saham di 
BEI. Selain itu, jumlah inves-

tor pasar modal bertambah 
850 ribu orang, sehingga 
totalnya kini mencapai lebih 
dari 15,7 juta investor.  

Jeffrey menjelaskan, mes-
kipun ada arus modal keluar 
(capital outflow) sebesar 
Rp30 triliun dari pasar mo-
dal Indonesia, kondisi ini 
masih dapat diimbangi oleh 
investor domestik dan ritel. 

Saat ini, investor ritel ber-
kontribusi hampir 40 persen 
terhadap transaksi harian 
di bursa. Namun, ia mene-
kankan pentingnya peran 
investor institusi domestik 
untuk menyerap saham 
yang dilepas oleh investor 
asing.  

"Peran investor institusi 
domestik sangat dibutuh-
kan, karena dalam skala 
tertentu, kita tidak bisa ha-
nya mengandalkan investor 
ritel," tegasnya.  

Ia juga menambahkan, 
pasar modal Indonesia telah 
melalui berbagai krisis besar 
dalam 30 tahun terakhir dan 
selalu berhasil bangkit.  "Jika 
kita melihat ke belakang, pa-
sar modal Indonesia sudah 
mengalami berbagai krisis, 
mulai dari 1998, 2008, 2018, 
hingga 2020. Namun, kita 
selalu mampu melewati 
tantangan tersebut dan kem-
bali tumbuh lebih kuat. Itu 
yang kita harapkan setelah 
dinamika ini berakhir," ujar 
Jeffrey.  

Dengan kondisi ini, regu-
lator dan pelaku pasar di-
harapkan terus mendorong 
stabilitas dan pertumbuhan 
pasar modal Indonesia agar 
tetap menjadi pilihan in-
vestasi yang menarik bagi 
investor domestik maupun 
asing. RPB

SULTENG RAYA - Bea 
Cukai  Kualanamu me-
musnahkan 3.720 unit ba-
rang menjadi milik nega-
ra (BMMN) bernilai Rp 
127.867.277 hasil peninda-
kan periode Agustus-Ok-
tober 2024. Pemusnahan 
dilakukan di Sarana Pe-
musnahan Karantina He-
wan, Ikan, dan Tumbuhan 
Sumatera Utara pada Jumat 
(21/3/2025).

Pelaksana Harian Kepala 
Kantor Bea Cukai Kuala-
namu, Budi Santoso men-
jelaskan, barang-barang 
tersebut terdiri atas handp-
hone, suku cadang sepeda 
motor, pakaian baru dan 
bekas, obat-obatan, tas, 

produk perawatan kulit, 
sepatu, kosmetik, serta ber-
bagai jenis barang lainnya 
yang melanggar ketentuan 
kepabeanan atau tidak di-
selesaikan kewajiban kepa-
beanannya.

“Pemusnahan kami laku-
kan dengan metode incine-
rator hingga barang-barang 
tersebut hancur tanpa nilai 
ekonomi,” katanya dalam 
keterangan resmi yang di-
kutip Selasa (25/3/2025).

Ia menegaskan, pemusna-
han ini merupakan langkah 
konkret dalam melindungi 
masyarakat dari dampak 
negatif barang illegal, yang 
dapat membahayakan ke-
sehatan, keamanan, bahkan 

membahayakan UMKM 
dalam negeri.

“Kami berharap kegiatan 
ini memberikan efek jera 
bagi pelaku pelanggaran 
kepabeanan dan cukai serta 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk menaati 
peraturan yang berlaku,’’ 
katanya.

Bea Cukai Kualanamu 
juga mengajak masyarakat 
berperan aktif mendukung 
penegakan hukum kepa-
beanan dan cukai. Dengan 
sinergi pemerintah dan 
masyarakat, diharapkan 
peredaran barang ilegal 
dapat ditekan demi men-
ciptakan lingkungan yang 
lebih aman dan tertib.RPB

Bea Cukai Musnahkan 
Ribuan Barang Ilegal 
Senilai Rp127,8 Juta
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

MEMPERBAIKI komuni-
kasi ke rakyat menjadi 
tugas terbaru yang dibe-
rikan Presiden Prabowo 

Subianto kepada para pembantunya di 
Kabinet Merah Putih. Prabowo menyam-
paikan secara langsung soal itu pada 
sidang kabinet paripurna di Kompleks Is-
tana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3).

Hanya dalam hitungan hari, Pra-
bowo, melalui Wakil Menteri Pertanian 
(Wamentan) Sudaryono, kembali men-
gingatkan pentingnya memperbaiki 
komunikasi ke rakyat. Sudaryono men-
gungkapkan itu seusai bertemu dengan 
Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta 
Pusat, Senin (24/3).

Kita tentu mengapresiasi niat baik ter-
sebut. Prabowo memakai kerangka berpi-
kir yang benar, yakni tidak boleh rakyat 
disakiti oleh pemerintah, baik itu lewat 
perbuatan maupun kata-kata. Dalam 
alam demokrasi, berkomunikasi dengan 
tulus ke rakyat adalah keniscayaan.

Lebih dari itu, publik mendorong agar 
niat Prabowo tidak hanya pemanis kata-
kata. Janganlah hal itu menjadi gincu 
belaka di tengah sejumlah pernyataan 
kontroversial dari beberapa pemban-
tunya yang datang bertubi-tubi.

Yang terakhir, blunder muncul dari 
ucapan Kepala Kantor Komunikasi Ke-
presidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam 
merespons teror kepala babi yang diki-
rimkan ke redaksi Tempo. Hasan meny-
arankan agar bangkai kepala babi itu 
dimasak saja.

Ada juga pernyataan Kepala Staf TNI 
Angkatan Darat Jenderal Maruli Siman-
juntak yang menyebut para pengkritik 
penaikan pangkat Sekretaris Kabinet 
Teddy Indra Wijaya dari mayor ke letkol 
sebagai ‘orang-orang berotak kampun-
gan’.

Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito 
Karnavian yang menyebut perekonomian 
kita lebih hebat daripada Timor Leste juga 
ditanggapi nyinyir berbagai kalangan. 
Atau, pernyataan Kepala Badan Gizi 
Nasional yang menyebut sepak bola kita 
tidak maju karena pemainnya kurang 
asupan makanan bergizi.

Ada pula pernyataan Menteri Peren-
canaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasi-
onal (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy 
yang menyebut bahwa program Makan 
Bergizi Gratis (MBG) lebih penting 
dan mendesak ketimbang pemerintah 
memberikan lapangan pekerjaan kepada 
masyarakat.

Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Ko-
munikasi Kepresidenan Adita Irawati 
sempat membuat heboh pada Desember 
lalu. Ia mengedepankan diksi ‘rakyat je-
lata’ terkait dengan polemik pedagang es 
teh yang diolok-olok oleh Utusan Khusus 
Presiden Miftah Maulana.

Berbagai pernyataan yang keluar pagar 
itu menandakan buruknya orkestrasi 
komunikasi yang dilakukan pemerin-
tah kepada publik. Kantor Komunikasi 
Kepresidenan yang seharusnya menjadi 
jembatan komunikasi yang mempererat 
hubungan antara pemerintah dan rakyat, 
juga para pembantu presiden, malah 
berubah menjadi faktor perusak yang 
memperburuk situasi dengan pernya-
taan-pernyataan yang tidak sensitif.

Namun, sejauh ini belum ada tan-
da-tanda bagaimana segera memperbaiki 
model komunikasi yang mulai dirasa-
kan nirempati, bahkan sebagian dinilai 
menyakiti. Kita mengingatkan akan tang-
gung jawab moral yang besar di pundak 
para pejabat dengan tantangan yang juga 
kian membesar ini.

Kalau memang serius ingin memper-
baiki komunikasi dengan rakyat, man-
faatkan momentum yang ada di depan 
mata. Orang nomor satu di Republik ini 
harus cepat bertindak dan jangan biarkan 
momentum penting terlewat begitu saja.

Para menteri yang masih buruk dalam 
berkomunikasi dengan rakyat akan berpi-
kir ribuan kali untuk melakukan hal seru-
pa bila perbaikan dan evaluasi dilakukan 
segera. Pesan yang hendak disampaikan 
Prabowo kepada para pejabat negara ke-
mudian menjadi lebih bermakna. Ucapan 
berbau kontroversi pada akhirnya bisa 
disapu bersih.

Dengan menunjukkan bahwa kes-
alahan berkomunikasi dengan rakyat 
tidak akan berlalu begitu saja, Prabowo 
menciptakan efek jera bagi para menteri 
dan pejabat lainnya. Ini lebih berharga 
ketimbang sekadar kata-kata karena 
aksi nyata lebih kuat daripada imbauan 
belaka.*Media Indonesia

Komunikasi 
Minim Empati
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Ramadhan Segera Berakhir, 
Ketaqwaan Harusnya Secara Kaffah

RAMADHAN janganlah berakhir karena kami 
merindukan bulan suci ini. 11 bulan lamanya 
kami menunggu Ramadhan dan tak terasa sege-
ra berlalu.  

WAKTU ber-
jalan begitu 
cepat, kita te-
lah di peng-

hujung Ramadhan yakni di 
hari ke 27 Ramadhan. Dimana 
10 malam terakhir adalah 
malam malam yang sangat 
dinantikan oleh Muslim yang 
beriman dan bertaqwa. Ka-
rena malam malam tersebut 
ada satu malam yakni malam 
dimana doa doa diangkat dan 
takdir satu tahun ke depan 
ditetapkan. Malam tersebut 
adalah malam Lailatul Qadar. 

Sebagaimana sabda Rasulullah 
Salalllahu ‘alaihi wassalam : 

“Barangsiapa yang meng-
hidupkan Lailatul Qadar den-
gan penuh keimanan dan 
mengharap pahala, maka akan 
diampuni dosa-dosanya yang 
telah lalu” (HR. Bukhari dan 
Muslim ) “.

Moment bulan Ramadhan 
adalah dimana seorang Mus-
lim meraih pahala sebanyak 
banyaknya. Dengan melaksa-
nakan perintah dan menjauhi 
segala larangan. serta meng-
harap ridho Allah Swt semata. 

Namun, tidak semua Mus-
lim di bulan Ramadhan mela-
kukan ibadah tersebut dengan 

serta orang orang beriman 
terdahulu melaksanakan pua-
sa di bulan Ramadhan den-
gan ketaqwaan yang totalitas 
(kaffah). Mereka berpuasa di 
tengah cuaca yang sangat pa-
nas, menahan lapar dan haus. 
Namun, di saat ada perintah 
berperang maka Rasulullah 
saw segera melaksanakannya 
tanpa ada penolakan atau 
perintah lainnya seperti me-
ninggalkan yang diharamkan 
oleh Allah SWT. Maka Rasu-
lullah SAW dan para sahabat 
serta kaum muslim lainnya 
yang beriman dan bertaqwa 
meninggalkan perkara haram 
dan melaksanakan yang telah 
dihalalkan oleh syariat Islam.

Seharusnya kita sebagai 
Muslim mencontoh perilaku 
Rasulullah SAW. Melaksana-
kan yang dihalalkan dan me-
ninggalkan yang diharamkan. 

Sebagai muslim yang beri-
man, tidak ada kata “tapi dan 
Tunggu” ketika Allah SWT 
dan Rasulnya memerintahkan 
untuk taat pada syariat islam. 

Allah SWT perintahkan 
jangan dzolim. Maka, jangan 
dzolim baik itu kepada mus-
lim atau non muslim serta 
kepada rakyat jelata. Ketika 
Allah SWT perintahkan ber-
hukum kepada hukum Al 
Quran dan hadits. Maka, wajib 
hukumnya mengambil Al 
Quran dan hadits sebagai hu-
kum yang akan memutuskan 
perkara mansuia di dunia ini. 

Konsekuensi ketaatan ke-
pada Allah SWT harusnya 
mencakup seluruh aspek 
kehidupan baik itu politik, 

ekonomi, sosial dan lainnya. 
Islam adalah agama yang 
Allah turunkan kepada Nabi 
Muhammad SAW untuk men-
gatur kehidupan individu, 
manusia dengan yang lainnya 
dan manusia dengan Pencipta 
yakni Allah SWT. 

Hubungan manusia den-
gan dirinya tercakup dalam 
perkara akhlak, makanan dan 
pakaian. Hubungan manusia 
dengan sesamanya dalam per-
kara muamalah dan uqubat 
(sangsi). Hubungan manusia 
dengan Tuhanya yakni perka-
ra aqidah dan ibadah. 

Allah SWT memerintahkan 
kita untuk masuk ke dalam 
Islam secara menyeluruh atau 
totalitas (kaffah). Sebagaima-
na Firman Allah SWT: “ Hai 
orang orang yang beriman 
masuklah kalian ke dalam 
Islam secara keseluruhan. 
Dan janganlah kalian mengi-
kuti langkah-langkah setan. 
Sungguh setan itu musuh 
yang nyata bagi kalian “(QS. 
Al-Baqarah {2}:208)”.

Sebagai seorang muslim, 
kita meyakini bahwa semua 
perintah dari Allah SWT me-
rupakan kebaikan yang akan 
kita dapatkan baik di dunia 
maupun di akhirat kelak dan 
semua larangan Allah SWT 
merupakan pencegah agar 
kita tidak terjerumus kepada 
kemaksiatan yang akan men-
gantarkan kesengsaraan baik 
di dunia dan akhirat. 

Allah SWT berfirman : 
“Boleh jadi kalian membenci 

sesuatu, padahal ia amat baik 

bagi kalian. Boleh jadi pula 
kalian menyukai sesuatu, 
padahal ia amat buruk bagi 
kalian. Allah tahu, sedangkan 
kalian tidak tahu (QS. Al Ba-
qarah {2};216)”.

Mari kita jadikan momen-
tum Ramadhan kali ini yang 
sebentar lagi akan segera be-
rakhir, dengan ketaqwaan 
yang totalitas (kaffah). 

Jika di bulan Ramadhan 
kecintaan kita pada Allah 
sangatlah tinggi maka, kita 
seharusnya mengikuti semua 
perintah dan larangannya. 

Kita semangat melakukan 
ibadah, mencari rezeki yang 
halal, tidak mendzalimi dan 
peduli kepada saudara mus-
lim lainya yang merasakan 
penderitaan dan pemban-
taian pada saat momen Ra-
madhan. 

Berharap dengan penera-
pan islam secara kaffah akan 
menghentikan genosida war-
ga palestina. Ya, hanya dengan 
islam kaffahlah yang akan 
menjadikan kita pribadi pri-
badi yang terbaik dihadapan 
Allah SWT dan negeri negeri 
muslim yang terkungkung 
oleh ideologi kapitalis sekuler 
bisa segera lepas dari ceng-
kraman.

Allah SWT berf irman: 
“orang-orang yang bersung-
guh-sungguh untuk (mencari 
keridhoan) Kami, benar-benar 
akan Kami tunjuki mereka 
jalan-jalan Kami. Sungguh Al-
lah benar benar beserta orang-
orang yang berbuat baik. (QS. 
Al-Ankabut {29};69)”. *Penulis 
: Pemerhati Sosial

keimanan dan ketaqwaan, 
karena banyak kasus yang 
kemudian kita dapatkan atau 
dengarkan di media sosial 
bahwa mereka berpuasa tapi 
masih mengambil riba, mere-
ka berpuasa tapi tidak sholat, 
mereka berpuasa tapi mem-
buka aurat, mereka berpuasa 
tapi masih korupsi, mereka 
berpuasa tapi tidak mau diatur 
dengan hukum yang ada pada 
Al Qur’an dan hadits serta 
persoalan lainnya.

Ramadhan bukan hanya 
menahan lapar dan dahaga 
saja tapi merupakan bulan 
yang  suci, bulan yang dimana 
ketaqwaan kita pada Allah 
SWT harusnya secara totalitas 
(kaffah) yakni melaksanakan 
yang dihalalkan dan mening-
galkan yang diharamkan. 

Konsekuensi logis keima-
nanan adalah menuntut seorang 
muslim untuk taat dan patuh 
pada aturan Allah Swt. Mene-
rapkan aturan Allah SWT baik 
itu di kehidupan pribadi, masy-
arakat dan Negara. Bukan hanya 
saat momen Ramadhan. Melain-
kan, bulan bulan lainnya pun 
kita tetap menjaga ketaqwaan 
kita secara totalitas (Kaffah).

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi 
wassalam dan para sahabat 

OLEH : ASRI SUHARSI, S.Sos

DI tengah arus 
globalisasi yang 
semakin men-
gaburkan batas-

batas negara, masyarakat du-
nia menghadapi dilema besar, 
bagaimana cara mencintai 
bangsa tanpa jatuh dalam je-
bakan superioritas dan chauvi-
nisme? Apakah nasionalisme 
selalu berkonotasi negatif? 
Apakah patriotisme cukup 
sebagai pegangan moral untuk 
menjaga identitas kebangs-
aan? Ataukah kita membu-
tuhkan paradigma baru yang 
lebih matang dalam membing-
kai cinta terhadap tanah air?

Dikotomi lama antara na-
sionalisme dan patriotisme 
kini semakin dipertanyakan. 
Pandangan klasik menyatakan 
bahwa nasionalisme menga-
rah pada eksklusivitas dan 
dominasi, sementara patri-
otisme dianggap lebih sehat 
karena bersifat inklusif dan 
sekadar mengekspresikan rasa 
cinta terhadap tanah air tanpa 
merendahkan bangsa lain. 
Namun, penelitian terbaru 
menunjukkan bahwa kategori 
ini masih terlalu sempit. Ada 
satu dimensi yang selama ini 

Nasionalisme, Patriotisme, dan Demokrasi
“NASIONALISME adalah penyakit anak-anak. 
Itu adalah campak umat manusia.” Pernyataan 
Albert Einstein ini menggelitik pemahaman kita 
tentang bagaimana rasa cinta terhadap bangsa 
bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, 
nasionalisme dapat menjadi kekuatan pen-
dorong bagi persatuan dan identitas kolektif. 
Namun, di sisi lain, ia juga dapat menjadi virus 
yang menggerogoti akal sehat, mendorong 
masyarakat ke dalam sikap eksklusif, intoleran, 
dan bahkan agresif terhadap pihak lain.

luput dari perhatian patriotis-
me demokratis suatu bentuk 
keterikatan terhadap negara 
yang tidak hanya berbasis 
emosi dan identitas, tetapi juga 
pada nilai-nilai fundamental 
seperti kebebasan, kesetaraan, 
dan hak asasi manusia.

Nasionalisme dan Patriotis-
me, Dua Sisi Mata Uang yang 
Berbeda?

Dalam sejarah politik mo-
dern, nasionalisme sering kali 
menjadi pendorong utama bagi 
terbentuknya negara-bangsa. 
Ia telah menjadi api perjuangan 
kemerdekaan, membangkit-
kan kesadaran kolektif, dan 
mempersatukan masyarakat 
dalam menghadapi ancaman 
eksternal. Namun, api yang 
sama juga bisa membakar tan-
pa kendali. Nasionalisme yang 
berkembang tanpa batas sering 
kali berubah menjadi mesin 
eksklusivitas yang mengklaim 
superioritas bangsa sendiri, 
meremehkan kelompok lain, 
dan dalam kasus ekstrem, 
melahirkan konflik etnis dan 
perang.

Di sisi lain, patriotisme kerap 
dipandang sebagai bentuk 

OLEH : KARUNIA KALIFAH WIJAYA

cinta tanah air yang lebih 
“sopan.” Jika nasionalisme 
berusaha menonjolkan domi-
nasi dan ekspansi, patriotisme 
lebih bersifat internal, sebuah 
ikatan emosional yang mem-
buat seseorang merasa bangga 
terhadap negaranya tanpa 
harus menjelekkan bangsa 
lain. Namun, benarkah patrio-
tisme selalu lebih sehat? Dalam 
banyak kasus, patriotisme bisa 
menjadi alat legitimasi bagi 
kekuasaan otoriter, di mana 
kecintaan terhadap negara 
dikaburkan dengan loyalitas 
buta terhadap pemimpin atau 
ideologi tertentu.

Dari sini, jelas bahwa kita 
membutuhkan paradigma 
baru. Jika nasionalisme ter-
lalu eksklusif dan patriotisme 
terlalu emosional, maka di-
perlukan alternatif yang lebih 
seimbang, lebih rasional, dan 
lebih berorientasi pada ni-
lai-nilai universal.

Patriotisme Demokratis
Di sinilah konsep patriotis-

me demokratis muncul sebagai 
solusi yang relevan bagi masy-
arakat modern. Patriotisme de-
mokratis bukan hanya sekadar 
kebanggaan terhadap tanah 
air atau sejarah bangsa, tetapi 
juga keterikatan terhadap prin-
sip-prinsip fundamental yang 
menopang kehidupan berne-
gara. Ini berarti bahwa sese-
orang mencintai negaranya 
bukan hanya karena warisan 
budaya atau garis keturunan, 
tetapi karena negara tersebut 
menjunjung tinggi demokrasi, 
keadilan, kebebasan, dan hak 
asasi manusia.

Konsep ini sangat relevan 
bagi negara-negara yang me-
miliki sejarah kelam akibat 
nasionalisme ekstrem. Jerman, 
misalnya, pernah mengalami 
nasionalisme yang menga-

rah pada fasisme, tetapi kini 
mereka lebih menekankan 
constitutional patriotism, ke-
setiaan pada prinsip demokra-
si daripada kesetiaan pada 
identitas etnis. Begitu pula 
dengan Amerika Serikat, yang 
meskipun memiliki sejarah 
panjang nasionalisme kuat, 
juga mengembangkan gagasan 
bahwa menjadi patriot sejati 
berarti membela prinsip-prin-
sip kebebasan dan kesetaraan, 
bukan sekadar membela sim-
bol-simbol negara.

Patriotisme demokratis 
memberikan alternatif yang 
lebih sehat bagi masyarakat 
yang ingin mencintai negara-
nya tanpa kehilangan akal se-
hat. Ini bukan patriotisme buta 
yang tunduk pada pemerintah 
tanpa kritik, tetapi patriotisme 
yang aktif, partisipatif, dan 
kritis dalam menjaga nilai-nilai 
kebangsaan yang lebih luas.

Tantangan Menerapkan Patri-
otisme Demokratis di Negara 
Berkembang

Namun, apakah konsep ini 
bisa diterapkan di semua ne-
gara? Tidak semua masyarakat 
memiliki tradisi demokrasi 
yang kuat, dan tidak semua 
pemerintah bersedia mem-
biarkan warganya mencintai 
negara dengan cara yang kritis. 
Di banyak negara berkembang, 
nasionalisme masih menjadi 
alat utama untuk memperta-
hankan kekuasaan. Pemimpin 
populis sering kali mengguna-
kan retorika nasionalisme 
untuk menutupi kegagalan 
mereka dalam membangun ne-
gara yang adil dan demokratis.

Di Indonesia, misalnya, nasi-
onalisme sering kali dikaitkan 
dengan loyalitas terhadap 
negara dan pemimpin, tanpa 
mempertanyakan apakah ne-
gara benar-benar menjunjung 

tinggi hak-hak rakyatnya. 
Kritik terhadap pemerintah se-
ring dianggap sebagai bentuk 
“tidak nasionalis” atau bah-
kan “pengkhianatan terhadap 
bangsa.” Dalam konteks ini, 
sulit untuk mengembangkan 
patriotisme demokratis jika 
ruang demokrasi sendiri terus 
dipersempit.

Jalan Tengah Menuju Identitas 
Kebangsaan yang Dewasa

Jika kita ingin membangun 
masyarakat yang sehat secara 
politik dan sosial, maka kita 
harus meninggalkan pemi-
kiran hitam-putih tentang 
nasionalisme dan patriotis-
me. Model tiga faktor yang 
mengusulkan nasionalisme, 
patriotisme, dan patriotisme 
demokratis adalah pendekatan 
yang lebih realistis dalam 
memahami keterikatan ke-
bangsaan. Nasionalisme yang 
berlebihan dapat melahirkan 
chauvinisme, sementara pa-
triotisme yang hanya berbasis 
emosi dapat kehilangan arah. 
Sementara itu, patriotisme 
demokratis menawarkan ke-
seimbangan antara cinta ter-
hadap tanah air dan komitmen 
terhadap nilai-nilai universal.

Kita harus mulai mengaju-
kan pertanyaan yang lebih 
kritis: Apakah kita mencintai 
negara ini karena tanahnya, 
budayanya, dan sejarahnya 
semata? Ataukah kita men-
cintainya karena negara ini 
berdiri di atas prinsip-prinsip 
yang adil dan demokratis? 
Jika jawabannya adalah yang 
kedua, maka kita harus lebih 
berani dalam memperjuang-
kan hak-hak sipil dan menolak 
bentuk nasionalisme yang 
sempit dan destruktif. (Penulis; 
Mahasiswa di Fakultas Psikologi 
Universitas Sarjanawiyata Ta-
mansiswa)  Geotimes.
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Kegiatan ini merupakan 
wujud kepedulian komuni-
tas Honda terhadap masya-
rakat, khususnya anak-anak 
di Panti Asuhan Al-Ma-
brukah, Silae, Kota Palu, 
sekaligus mempererat tali 
silaturahmi di antara ang-
gota komunitas.

Antusiasme peserta me-
ningkat signifikan, dengan 
jumlah komunitas yang 
hadir bertambah 20 persen 

dibanding tahun sebelum-
nya. Acara ini mencakup 
berbagai kegiatan seperti 
buka puasa bersama, lomba 
azan, pembagian takjil, serta 
salat berjemaah. 

IMHP berperan aktif 
dalam persiapan dan pe-
laksanaan acara, mulai dari 
membagikan takjil hingga 
menjadi panitia lomba azan 
dan memastikan kelancaran 
buka puasa bersama.

MAIN Dealer Honda Anugerah Perdana bersama Paguyuban Ikatan Motor Honda Palu (IMHP) saat berpose bersama anak-anak di Panti Asuhan Al-Mabrukah, Silae, Kota 
Palu, dalam acara sosial bertajuk Ramadan Bikers Honda. FOTO: DOK HONDA

RAMADAN BIKERS HONDA

Honda Community Palu Berbagi Berkah 
Bersama Anak Panti Asuhan Al-Mabrukah

SULTENG RAYA – Main Dealer Honda 
Anugerah Perdana bersama Paguyuban 
Ikatan Motor Honda Palu (IMHP) baru-baru 
ini kembali mengadakan acara sosial bertajuk 
Ramadan Bikers Honda.

Onald selaku PIC Com-
munity Honda Anuger-
ah Perdana yang mewakili 
manajemen Main Dealer 
Honda Anugerah Perdana, 
menegaskan apresiasinya 
terhadap komunitas Honda 
yang telah berperan aktif 
dalam kegiatan ini.

"Kegiatan ini bukan hanya 
tentang berbagi, tetapi juga 
membangun nilai kebers-
amaan dan kepedulian di 
dalam komunitas Honda. 
Kami berharap bantuan 
yang diberikan dapat mem-
bawa manfaat nyata bagi 
anak-anak di Panti Asuhan 
Al-Mabrukah serta mempe-
rerat hubungan komunitas 
Honda dengan masyarakat,” 
kata Onald. 

“Terima kasih kepada 

seluruh anggota komuni-
tas dan pengurus IMHP 
yang selalu menunjukkan 
semangat solidaritas dalam 
setiap kegiatan sosial. Hon-
da bukan sekadar komunitas 
otomotif, tetapi juga bagian 
dari masyarakat yang peduli 
dan siap berkontribusi," 
tambah Onald.

Dukungan Penuh Main 
Dealer Honda Anugerah 
Perdana terus mendukung 
komunitas Honda, tidak 
hanya dalam aktivitas oto-
motif tetapi juga dalam 
program kepedulian sosial 
yang berdampak positif bagi 
masyarakat. Dukungan ini 
mencerminkan komitmen 
perusahaan dalam mem-
bangun hubungan yang 
lebih erat antara komunitas 

Honda dan masyarakat luas.
Selain itu, Main Dealer 

Honda Anugerah Perda-
na juga telah merancang 
program CSR lainnya yang 
akan dilaksanakan setelah 
bulan Ramadan, sebagai 
upaya berkelanjutan dalam 
memberikan manfaat bagi 
masyarakat sekitar.

Dengan adanya kegiatan 
seperti ini, komunitas Hon-
da Palu semakin menunjuk-
kan bahwa mereka bukan 
hanya sekadar komunitas 
otomotif, tetapi juga memi-
liki kepedulian sosial yang 
tinggi. Main Dealer Hon-
da Anugerah Perdana dan 
IMHP akan terus berkontri-
busi melalui berbagai kegi-
atan positif yang bermanfaat 
bagi masyarakat.*/YAN

SULTENG RAYA - Suasa-
na Ramadan semakin terasa 
hangat dengan aksi berbagi 
yang dilaksanakan Korem 
132/Tadulako (Tdl). Dalam 
semangat kepedulian dan 
kebersamaan, Korem 132/
Tdl menggelar pembagian 
takjil Gratis bagi masyarakat 
sekitar, bertempat di depan 
Makorem 132/Tdl, Ahad 
(24/3/2025).

Kegiatan ini merupakan 
bagian dari tradisi tahunan 
yang rutin dilaksanakan 
selama bulan Suci Rama-
dan. Tujuannya sederha-
na, namun penuh makna 
membantu masyarakat yang 
tengah berpuasa, khususnya 
mereka yang masih dalam 
perjalanan menjelang waktu 
berbuka.

"Bulan Ramadan adalah 
bulan penuh berkah, dan 
kami ingin berbagi kebaha-
giaan dengan masyarakat. 

Semoga kegiatan ini membe-
rikan manfaat serta semakin 
mempererat hubungan anta-
ra TNI dan rakyat.

Masyarakat pun menyam-
but antusias inisiatif ini. 
Seorang warga yang mene-
rima takjil menyampaikan 
rasa terima kasihnya. "Kami 
sangat bersyukur dan ber-
terima kasih kepada Korem 
132/Tdl atas kepeduliannya. 
Kegiatan ini sangat mem-
bantu, terutama bagi kami 
yang masih di perjalanan 
saat menjelang berbuka," 
ucapnya.

Aksi berbagi ini menjadi 
bukti nyata bahwa Rama-
dan adalah momen untuk 
mempererat silaturahmi dan 
menumbuhkan kepedulian 
antar sesama. 

Semoga semangat berbagi 
ini terus membawa manfaat 
dan keberkahan bagi se-
mua.*/YAT

PRAJURIT Korem 132/Tdl saat menggelar pembagian takjil Gratis 
bagi masyarakat sekitar, bertempat di depan Makorem 132/Tdl, 
Ahad (24/3/2025). FOTO: PENREM 132/TDL

Korem 132/Tdl Tebar Berkah 
Takjil untuk Masyarakat

SULTENG RAYA - Be-
rikan wadah pembinaan 
kepada anak binaan, Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu 
Kanwil Ditjenpas Sulteng 
melakukan penaburan 500 
bibit ikan lele pada, Kamis 
(21/3/2025) sore di area 
beranggang.

Penaburan 500 bibit ikan 
lele dilakukan langsung oleh 
Kepala LPKA Palu, Moham-
mad Kafi, bersama seluruh 

anak binaan LPKA Palu. 
Mohammad Kafi men-

gatakan bahwa budidaya 
ikan lele merupakan salah 
satu program pembinaan ke-
terampilan yang diberikan 
LPKA Palu untuk para anak 
binaannya. Selain sebagai 
upaya program pembinaan 
keterampilan, kegiatan ini 
juga wujud program ketaha-
nan pangan dari bapak Pre-
siden Republik Indonesia.

“Sebanyak 500 bibit Ikan 

Lele kita taburkan ke dalam 
Kolam yang nantinya akan 
di budidaya oleh anak bin-
aan maupun pegawai LPKA 
Palu. Tentu, hal ini juga 
tidak akan tercapai tanpa 3 
(tiga) aspek penting yaitu, 
komitmen, peran serta dari 
petugas pemasyarakatan 
yang aktif dan mitra kerja, 
serta kemauan anak binaan 
yang didorong dari rasa 
ingin tahu. Saya berharap 
budidaya ikan lele ini se-

SULTENG RAYA - Kepa-
la Polsubsektor Pelabuhan 
Luwuk, Ipda James Runtu 
bersama anggotanya, me-
lakukan pengamanan ter-
hadap arus mudik gratis, di 
Pelabuhan Rakyat Luwuk, 
Kabupaten Banggai, Senin 
(24/3/2025). Mudik gratis 
tersebut, diselenggarakan 

oleh salah seorang anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Banggai 
Kepulauan (Bangkep) dalam 
rangka membantu masya-
rakat yang akan kembali ke 
kampung halaman meraya-
kan Idul Fitri 1446 H.

Kapolsubsektor Pela-
buhan Luwuk, Ipda James 

KEPALA LPKA Palu, Mohammad Kafi, bersama seluruh anak binaan saat melakukan penaburan 
500 bibit ikan lele pada, Kamis (21/3/2025) sore di area beranggang. FOTO: HUMAS LPKA PALU

Berikan Wadah Pembinaan Anak, 
LPKA Palu Tabur 500 Bibit Ikan Lele

bagai bagian dari usaha 
kami dalam Resolusi Pe-
masyarakatan dengan target 
meningkatkan keterampilan 
dan keahlian dalam mencip-
takan sumber daya manusia 
unggul," ujar Kafi.

Ia menambahkan, pena-
buran bibit Ikan Lele juga 
sebagai wujud dukungan 
terhadap program ketaha-
nan pangan yang dicanang-
kan oleh Presiden Republik 
Indonesia, Prabowo Subi-
anto. “Mari kita dukung 
program ketahanan pangan 
dengan berkontribusi po-
sitifmemberikan program 
keterampilan dalam budi 
daya ikan lele kepada anak 
binaan sehingga menjadi be-
kal saat mereka telah kemba-
li kepada keluarga ataupun 
masyarakat,” tambah Kafi.

Sementara, Kepala Kanwil 
Ditjenpas Sulteng, Bagus 
Kurniawan mengapresiasi 
pembinaan yang dilakukan 
di LPKA Palu. 

"Saya mengapresiasi ter-
hadap pembinaan yang 
dilakukan di LPKA Palu, 
mudah-mudahan langkah 
ini sebagai upaya positif 
bagi anak binaan memiliki 
bekal keterampilan selama 
menjalani masa binaannya," 
jelas Bagus.*/YAT

SULTENG RAYA - Pol-
res Touna melaksanakan 
Salat Tarawih Keliling se-
cara berjemaah di Masjid 
Alhasanah Desa Saluaba, 
Kecamatan Ampana Kota, 
Senin (25/3/2025) Pukul 
19.30 Wita. Kegiatan di-
laksanakan oleh Tim 2 Safa-
ri Ramadan yang dipimpin 
Plt. Kasihumas Iptu Mar-
tono didampingi KBO Sat 
Lantas Ipda Riono, KBO Sat 
Binmas Aiptu Sempo serta 
personel Binmas.

Kegiatan dimulai den-
gan salat Isya berjemaah. 
Setelah pelaksanaan salat 
Isya, KBO Sat Lantas Ipda 
Riono mengambil kesem-

patan untuk memberikan 
imbauan dan pesan-pesan 
kamtibmas. Ipda Riono 
mengimbau, para jemaah 
yang hadir untuk selalu 
menjaga situasi keamanan 
dan ketertiban masyarakat 
selama di Bulan Suci Rama-
dan 1446 H Tahun 2025 M.

“Jangan melakukan kon-
foi kendaraan pada saat 
Sahur dan jangan meng-
gunakan knalpot bogar 
karena dapat mengganggu 
ketertiban umum,” ujar 
mantan KBO Sat Binmas 
itu.

“Jangan melakukan ba-
lap liar karena berpotensi 
menimbulkan Kecelakaan 

Lalu Lintas dan merugikan 
pengendara jalan lain di 
Jalan Raya,” sambung Ipda 
Riono.

“Tetap menjaga toleransi 
dan saling menghargai 
umat beragama. Apabila 
ingin mudik, selalu waspa-
da, periksa kendaraannya 
sehingga Mudik Aman, 
Keluarga Nyaman,” pesan 
KBO Lantas.

Pada kesempatan terse-
but, tim safari Ramadan 
menyerahkan bantuan (tali 
asih) kepada Imam Masjid 
Alhasanah Desa Saluaba 
dari Kapolres Tojo Una-
Una yang diserahkan oleh 
Iptu Martono.*/YAT

Polres Touna Gelar Tarawih Keliling 
di Masjid Alhasanah Desa Saluaba

KAPOLSUBSEKTOR Pelabuhan Luwuk, Ipda James saat me-
lakukan pengamanan terhadap arus mudik gratis, di Pelabuhan 
Rakyat Luwuk, Kabupaten Banggai, Senin (24/3/2025). FOTO: 
DOK POLSUBSEKTOR PELABUHAN LUWUK

Polisi Amankan Mudik Gratis 
di Pelabuhan Luwuk Menuju Bangkep

mengatakan, pihaknya ber-
sama posko terpadu, me-
lakukan pengamanan dan 
pengawasan arus mudik 
gratis penumpang menuju 
Salakan, Bangkep. “Seba-
nyak 400 penumpang men-
gikuti mudik gratis tersebut 
dengan menggunakan KM 
Tera Sanca,” terang James.

Menurutnya, menjelang 
hari raya Idul Fitri 1446 H 
di Pelabuhan Rakyat, mu-
lai menunjukkan adanya 
peningkatan penumpang 
dan kendaraan yang datang 
maupun berangkat dari 
Luwuk. “Hari ketujuh men-
jelang lebaran, arus penum-
pang, barang maupun ken-
daraan dari Luwuk mulai 
ada peningkatan,” ujarnya. 
Dengan adanya peningkatan 
penumpang tersebut lan-
jutnya, pengamanan lebih 
diperketat, termasuk mem-
berikan imbauan kepada 
para penumpang untuk 
memperhatikan barang ba-
waannya dengan teliti.

"Bagi masyarakat yang 
membutuhkan informasi 
atau bantuan, segera meng-
hubungi Polsubsektor Pela-
buhan Luwuk yang bersiaga 
1x24 jam untuk memberikan 
pengamanan dan pelay-
anan," jelas James.*/MAN
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tetapi dari perspektif agama, spiritual, 
dan moral. 

Memaknai tentang ketaqwaan, ban-
yak orang yang saat ini sudah merasa 
puas ketika ia sudah melaksanakan 
kewajiban, banyak melakukan ama-
lan sunnah, melakukan umrah sekian 
kali, kemudian keluarganya tampak 
saleh sudah merasa cukup. Padahal, 
agama ini tidak hanya berhenti pada 
aspek individu. Kebaikan Islam harus 
diwujudkan. 

Ketika kita menginginkan kebaikan 
itu diwujudkan, yaitu Islam sebagai 
rahmatan lil ‘alamin, maka seharusnya 
Islam itu hadir secara kaffah yaitu di-
terapkan dalam kehidupan masyarakat 
dan negara, bukan sebatas individu 
saja. Namun saat ini, penerapan Islam 
secara menyeluruh  sejatinya sulit dila-
kukan. Hal ini dikarenakan kurangnya 
pengetahuan dan pemahaman umat 
terhadap pentingnya syariat Islam se-
cara kaffah sebagai bentuk ketaqwaan 
yang hakiki. 

Seperti firman Allah SWT: “Wahai 
orang yang beriman, masuklah kamu 
semua ke dalam Islam. janganlah kalian 
mengikuti langkah-langkah setan. Sung-
guh, setan itu musuh yang nyata bagi 
kalian,” (Surat Al-Baqarah ayat 208). 

Tafsir dari ayat tersebut adalah Al-
lah SWT menuntut orang-orang yang 
masuk Islam untuk masuk ke dalam 
Islam secara keseluruhan (total). Tanpa 
ada upaya memilih maupun memilah 
sebagian hukum Islam untuk tidak 
diamalkan. Seorang muslim dituntut 
masuk ke dalam Islam secara menyelu-
ruh. Merupakan kesesatan yang nyata, 
apabila ada orang yang mengaku 
dirinya Islam, namun mereka men-
gingkari atau mencampakkan sebagian 
syariat Islam dari realitas kehidupan, 
seperti mengikuti paham sekularisme 
(pemisahan agama dari kehidupan) 
yang ada saat ini.Fakta menunjuk-
kan bahwa sistem sekuler inilah yang 
justru menjadi sumber masalah. Se-
kularisme memisahkan agama dari 
kehidupan. Akibatnya, hukum-hukum 
Allah tidak diterapkan dalam politik, 
ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, 
peradilan, dsb. Bagaimana mungkin 
kita mengaku mengagungkan Ramad-
han, tetapi pada saat yang sama kita 

mencampakkan hukum-hukum-Nya 
dalam kehidupan? 

Padahal Allah SWT telah memberi-
kan solusi yang jelas bagi setiap per-
soalan hidup yang dihadapi manusia. 
Ini sebagaimana firman-Nya, “Kami 
telah menurunkan Kitab Al-Qur’an ini 
sebagai penjelasan atas segala sesuatu 
sekaligus sebagai petunjuk, rahmat, dan 
kabar gembira bagi kaum muslim.” (QS 
An-Nahl [16]: 89). 

Selain itu, jelas hanya sistem Islam 
yang terbaik. Tidak ada yang lain. 
Demikian sebagaimana firman-Nya, 
“Siapakah yang lebih baik hukumnya 
daripada Allah bagi kaum yang ya-
kin?” (QS Al-Maidah [5]: 50).

 Disamping itu, kondisi umat Islam 
saat ini, banyak yang masih meman-
dang Ramadhan hanya sebagai bulan 
peningkatan ibadah pribadi tanpa 
memikirkan dimensi perubahan yang 
lebih luas. Padahal, sejarah menunjuk-
kan bahwa banyak perubahan besar 
dalam peradaban Islam terjadi di bulan 
Ramadhan. Perang Badar, Fathu Mak-
kah, dan berbagai peristiwa penting 
lainnya dalam sejarah Islam terjadi 
di bulan suci ini, yang menunjukkan 
bahwa Ramadhan adalah bulan per-
juangan dan perubahan. Maka, sudah 
saatnya umat Islam mengembalikan 
makna sejati Ramadhan sebagai bulan 
kebangkitan dan transformasi, bukan 
hanya bagi individu tetapi juga bagi 
masyarakat secara keseluruhan. 

Perubahan yang dicita-citakan da-
lam Islam tidak bisa terjadi secara 
spontan atau hanya mengandalkan 
semangat Ramadhan sesaat. Diper-
lukan usaha yang berkelanjutan untuk 
mewujudkan transformasi ini. Ra-
madhan bisa menjadi titik awal bagi 
setiap Muslim untuk memperbaiki diri, 
meningkatkan ketakwaan, dan mem-
bangun kesadaran akan pentingnya 
penerapan Islam dalam seluruh aspek 
kehidupan. 

Kesadaran ini harus terus dijaga dan 
diwujudkan dalam tindakan nyata set-
elah Ramadhan berakhir, agar peruba-
han yang terjadi bukan hanya bersifat 
temporer, tetapi berkelanjutan. Dengan 
demikian, Ramadhan bukan hanya 
menjadi bulan ibadah, tetapi juga bu-

lan kebangkitan menuju kehidupan.
Oleh karena itu, Ramadhan harus 

menjadi momentum penting untuk 
meningkatkan ketakwaan dan ke-
taatan kepada Allah SWT secara kaffah 
dengan kembali kepada syariat secara 
menyeluruh, bukan hanya dalam iba-
dah pribadi seperti puasa dan shalat, 
tetapi juga dalam aspek muamalah 
dan pemerintahan. Jika umat Islam 
hanya fokus pada ibadah individu 
tanpa memperjuangkan penerapan 
Islam secara kaffah, maka perubahan 
yang diharapkan tidak akan terwujud 
secara sempurna.

 Jika kita bicara tentang kesempurn-
aan Islam, kesempurnaan Islam itu 
baru akan dirasakan secara nyata 
ketika Islam diterapkan secara kaffah, 
bukan hanya dalam kehidupan pribadi 
dan keluarga, tetapi justru yang men-
jadi pokok itu adalah dalam kehidupan 
masyarakat dan negara. Negara yang 
dibawa oleh Islam adalah negara yang 
memang didirikan untuk mengatur 
ketaatan kepada Allah, bukan seb-
aliknya justru menghalangi ketaatan 
kepada Allah.

 Takwa sejatinya tak hanya berlaku 
secara pribadi pada diri setiap muslim. 
Takwa pun harus terwujud secara 
kolektif di masyarakat dan kehidupan 
bernegara. Allah SWT berfirman,

 
 وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا لفَتَحَْناَ عَليَْهِمْ

برََكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْرَْضِ
 
“Andai penduduk negeri-negeri itu 

beriman dan bertakwa, Kami pasti melim-
pahkan kepada mereka berkah dari langit 
dan bumi….” (QS Al-A’raf [7]: 96). 

Ayat ini berbicara tentang penduduk 
negeri yang jika bertakwa, mereka 
akan Allah beri keberkahan yang ber-
limpah. Dengan demikian, agar negeri 
ini berlimpah keberkahan, tidak cukup 
mengandalkan ketakwaan secara 
personal. Harus terwujud ketakwaan 
secara kolektif. Dengan kata lain, ke-
takwaan harus mewujud dalam masy-
arakat dan kehidupan bernegara. Wu-
judnya tidak lain dengan menerapkan 
dan menegakkan syariat Islam secara 
kafah dalam seluruh aspek kehidupan 
mereka.  Wallahualam bissawab ***

"Hari ini kami menjenguk warga 
kami yang dilanda banjir, sebanyak 21 
KK warga kami yang terdampak ban-
jir, dan telah mendapat penampungan 
sementara yang baik di balai desa. 
Anak-anak juga terlihat ceria, kita 
berharap semua, cuaca kembali cerah 
dan banjir segera surut, dan bapak ibu 
ini dapat kembali ke rumah mereka 
masing-masing, karena sebentar lagi 
lebaran, semoga bisa kembali dan ber-
lebaran di rumah,” harap Kapolres .

Usai kegiatan,  Kapolres Morowali 
Utara juga berkesempatan menge-
cek lokasi yang terdampak banjir di 
Bunta.

"Kami juga ada sedikit bantuan, 
untuk meringankan beban bapak ibu. 
Semoga dengan  bantuan ini, dapat 
bermanfaat serta meringankan beban  
bapak-ibu sekalian. Bantuan ini seba-
gai bentuk Kepedulian Polri kepada 

warganya yang tertimpa musibah," 
ucap Kapolres.

AKBP Reza juga mengimbau masy-
arakat untuk tetap waspada dengan 
kemungkinan banjir susulan karena 
cuaca masih berpotensi hujan.

"Kami mengajak seluruh warga 
untuk tetap waspada dan saling 
mengingatkan dalam menghadapi 
potensi bencana susulan serta gang-
guan keamanan dan ketertiban ma-
syarakat," ujar AKBP Reza

Berdasarkan peninjauan dilokasi 
banjir di Bunta, terpantau terdapat 
beberapa lokasi yang terendam banjir 
seperti beberapa rumah/kosan yang 
berada di Dusan 4 dan Dusun 5 , serta 
beberapa rumah ibadah.

Untuk akses jalan yang menghu-
bungkan Desa Bunta menuju ibu kota 
Kolonodale, terpantau ketinggian air 
dibawah lutut orang dewasa namun 

masih dapat dilalui kendaraan Roda 
2 maupun Roda empat.

“Diharapkan bagi pengendara yang 
akan melintasi agar tetap berhati-hati 
saat melintas di lokasi tersebut. Untuk  
debit air berpotensi akan kembali naik 
mengingat cuaca masih berpotensi 
hujan," kata Kapolres

Sedangkan akses jalan dari dusun 
5 Desa Bunta menuju Lokasi perusa-
haan PT. Gunbuster Nikel Industri 
(GNI) yang biasa dilalui oleh para 
karyawan perusahaan, sudah tidak 
dapat dilalui kendaraan, sehingga 
akses dialihkan ke lokasi jalan Hou-
ling di Desa Bungintimbe, Kecamatan 
Petasia Timur.

“Kita berharap semua, agar banjir 
ini segera surut, sehingga aktivitas 
warga kembali seperti biasa dan dapat 
berlebaran bersama keluarga,”harap 
Kapolres Reza. VAN

Kepala Wilayah Pelabuhan Donggala 
Hary di Banawa, Rabu.

Ia mengemukakan jumlah penum-
pang yang berangkat dari Kota Palu 
ke Balikpapan dan Surabaya pada arus 
mudik tersebut mencapai 1.500 orang 
menggunakan KM Dharma Kencana V. 

"Penumpang sebanyak 1.500 orang 
dan 130 kendaraan yang didominasi 
oleh roda empat," ucapnya. 

Ia menuturkan pihaknya menganti-
sipasi agar tidak terjadi penumpukan 
masyarakat di terminal dengan mem-
buka layanan check in sejak pagi hari 
pukul 7.30 Wita.

"Guna mengantisipasi antrean 
kendaraan yang masuk ke dalam kapal 
maka dari pagi sudah membuka gate 
kendaraan, sehingga mobil dan motor 
bisa lebih dulu masuk ke dalam kapal 
supaya tidak mengganggu penum-
pang lainnya," sebutnya.

Menurut dia, saat puncak arus mu-
dik kali ini dipadati penumpang yang 
berangkat ke Balikpapan dan Surabaya.

"Memang Pelabuhan Donggala ini 
sebelum arus mudik sudah ramai dan 
semakin padat mendekati puncak 
mudik hari ini," katanya.

Hary menyebutkan untuk arus balik 

mudik Lebaran pada tanggal 11 April 
2025 mendatang.

"Jadi hari ini terakhir keberangkatan 
KM Dharma Kencana V dari pelabu-
han Donggala dan arus balik nanti usai 
libur Lebaran," ujarnya.

Sebelumnya penumpang dari Sura-
baya dan Balikpapan menggunakan 
KM Dharma Kencana V sudah tiba 
pada tanggal 19 Maret 2025 di Pelabu-
han Donggala.

Jumlah penumpang itu mencapai 
1.000 orang didominasi para santri dari 
Pulau Jawa untuk mudik ke Sulawesi 
Tengah. ANT

untuk beristirahat demi menghindari 
kecelakaan," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Sul-
teng Sumarno memastikan bahwa se-
luruh armada yang digunakan dalam 
mudik gratis ini telah melalui uji kela-
yakan jalan, dan menjamin kenyama-
nan penumpang selama perjalanan.

Program mudik gratis difasilitasi 
Pemprov Sulteng melayani rute Kota 

Palu-Tentena Kabupaten Poso-Ampa-
na Kabupaten Tojo Una-una-Luwuk 
Kabupaten Banggai-Kolonodale Kabu-
paten Morowali Utara-Bungku Kabu-
paten Morowali-Kotaraya Kabupaten 
Parigi Moutong-Kabupaten Tolitoli-
Kabupaten Buol.

Dishub Sulteng juga telah mendiri-
kan posko pemantauan arus mudik di 
berbagai titik strategis, seperti pelabu-

han, terminal, dan bandara.
“Dengan keberangkatan ini diha-

rapkan para pemudik dapat tiba di 
kampung halaman dengan selamat 
untuk merayakan Idul Fitri 1446 Hij-
riah bersama keluarga,” ujarnya pula.

Pada pemberangkatan mudik gratis, 
sekitar 58 unit armada berjenis travel 
bus dikerahkan untuk mengangkut 
para pemudik. ANT

Selain peluncuran program QRIS 
Mantap Palu Maju Bersama, KPwBI juga 
meresmikan media informasi untuk bisa 
berkomunikasi dengan Bank Indonesia.

"Masyarakat bisa sharing komunikasi 
dengan kami, selama tidak menyinggung 
suku, agama, ras, dan antargolongan 
(SARA) dan politik," ujarnya.

Program yang diinisiasi KPwBI Sul-
teng terdiri atas berbagai inovasi digital, 
seperti QRIS Sangu Palu, Pojok Rupiah 
di Kawasan Vatulemo, Warkop TPID 
Pasar Masomba Palu, dan program Pasar 
Sehat, Inovatif, Aman, Pakai (SIAP) QRIS 
di Kota Palu.

Sementara itu, Wali Kota Palu Hadi-
anto Rasyid mengemukakan program 
inovasi itu dapat menopang kemajuan 
ekonomi digital di Kota Palu,

"Hadirnya Pojok QRIS dan media 
informasi BI di Vatulemo semakin mem-
perkaya edukasi kepada masyarakat ten-
tang pentingnya transaksi digital yang 
praktis dan aman," ucapnya.

Ia mengatakan di periode keduanya 
Pemkot Palu berkomitmen menjalankan 
prinsip keterbukaan dan partisipasi da-
lam kemitraan dengan perbankan.

Sebab memperkuat ekonomi Kota 
Palu, diperlukan modal yang kuat, jika 
modal daerah kuat maka masyarakat 
juga akan semakin sejahtera.

"Palu harus siap menghadapi berbagai 
kebijakan pusat dengan seluruh potensi 
yang dimiliki. Prinsip keterbukaan den-
gan partisipatif menjadi semangat kami 
untuk membangun kebersamaan di 
periode ini demi kemajuan Kota Palu," 
tutur Hadianto.

Acara tersebut juga dirangkaikan den-
gan penyerahan secara simbolis QRIS 
Mantap 1.000 Berkah kepada 25 panti 
asuhan di Kota Palu, kemudian peny-
erahan hadiah kepada 3 pelaku usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 
dengan transaksi QRIS terbanyak se-
lama periode 3-21 Maret 2025 di Pasar 
Ramadhan. ANT

Area Manager Communication, Relation 
& CSR Pertamina Patra Niaga Regional 
Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumam-
pouw, menyampaikan bahwa Serambi 
MyPertamina tahun ini hadir lebih leng-
kap dan interaktif dengan menghadirkan 
10 layanan utama yang dirancang untuk 
memenuhi kebutuhan pemudik:

1. Layanan kesehatan gratis, berupa 
pengecekan tekanan darah dan gula darah 
yang dilakukan langsung oleh petugas 
medis dari RS Otak dan Jantung (RSOJ).

2. Aktivasi MyPertamina, yaitu pan-
duan dan bantuan registrasi serta aktivasi 
aplikasi MyPertamina bagi pemudik yang 
belum memiliki akun.

3. Fasilitas playground anak, lengkap 
dengan mini playground, permainan lego, 
dan playdoh untuk menghibur anak-anak 
selama istirahat.

4. Layanan WiFi gratis, agar pengunjung 
tetap terkoneksi selama beristirahat.

5. Produk UMKM binaan Pertamina, 
tersedia sebagai bentuk dukungan ter-
hadap pelaku usaha lokal, sekaligus 
memberi pilihan oleh-oleh bagi pemudik.

6. Permainan PlayStation gratis, sebagai 
hiburan ringan bagi pengunjung dewasa 
maupun remaja.

7. Free snack atau takjil, disediakan bagi 
pengunjung untuk berbuka puasa selama 
Ramadan dan tetap tersedia setelah Rama-
dan sebagai penyegar di perjalanan.

8. Layanan kursi pijat gratis, membantu 
mengurangi kelelahan pemudik sebelum 
kembali melanjutkan perjalanan.

9. Free merchandise & Show Your 

Point, di mana pengunjung bisa menda-
patkan hadiah langsung, THR anak be-
rupa es krim/snack gratis, serta undian 
sistem fishbowl. Pengunjung juga bisa 
menukarkan poin MyPertamina den-
gan merchandise menarik seperti kaos 
MotoGP, tumbler, payung, topi, dan 
produk lainnya.

10. Free e-voucher Pertamax & Dex 
Series, yaitu layanan panduan pembelian 
BBM nonsubsidi (Pertamax dan Dex Se-
ries) melalui aplikasi MyPertamina. Kon-
sumen yang melakukan pembelian akan 
mendapatkan e-voucher gratis sebagai 
bentuk apresiasi dan dorongan penggun-
aan BBM berkualitas.

“Melalui Serambi MyPertamina, kami 
ingin menghadirkan tempat istirahat yang 
bukan hanya nyaman, tetapi juga penuh 
manfaat bagi para pemudik. Layanan 
ini kami siapkan secara gratis sebagai 
bentuk kepedulian Pertamina terhadap 
kenyamanan dan keselamatan perjalanan 
masyarakat,” ujar Fahrougi.

Pertamina Patra Niaga Regional Sula-
wesi juga menyiagakan layanan tambahan 
seperti Pertamina Delivery Service (PDS) 
untuk pengantaran BBM dan LPG selama 
24 jam, serta SPBU Kantong untuk men-
gantisipasi lonjakan konsumsi energi di 
jalur-jalur mudik utama.

Satgas RAFI 2025 resmi berlangsung 
mulai 17 Maret hingga 13 April 2025. Se-
lama periode tersebut, Pertamina memas-
tikan distribusi energi – termasuk BBM, 
LPG, dan Avtur – berjalan aman, lancar, 
dan merata di seluruh wilayah. *WAN

SULTENG RAYA - Kan-
tor SAR Pencarian dan Per-
tolongan atau Basarnas Palu 
membantu proses pencarian 
korban tertimbun longsor 

limbah di area kerja PT Miki 
di dalam kawasan PT Indo-
nesia Morowali Industrial 
Park (IMIP) di Kabupaten 
Morowali, Sulawesi Tengah.

"Kami mendapat infor-
masi dari manajemen PT 
IMIP pada Selasa (25/3) 
malam. atas informasi itu 
kami mengerahkan satu 

tim  rescue  Pos SAR Moro-
wali dibantu lima personel 
Kantor SAR Palu," kata Ke-
pala Kantor SAR pencarian 
dan Pertolongan Palu Muh 

Rizal di Palu, Rabu.
Ia mengemukakan lapor-

kan pihak perusahaan, 
satu dari tiga korban yang 
tertimbun longsor telah 
dievakuasi, sedangkan dua 
orang korban lainnya be-
lum ditemukan.

Fokus pencarian dila-
kukan tim SAR saat ini 
berada di sekitar danau 
buatan dalam kawasan 
tambang, yang mana tim 
juga di bantu satu perahu 
guna mempermudah pen-
yusuran, karena terdeteksi 
ada tanda-tanda bahwa 
posisi korban tertimbun di 
sekitar waduk.

Kemudian upaya lain 
juga dilakukan dengan 
mengupayakan penguran-
gan debit air dari lokasi 
kejadian ke waduk bu-
atan, dengan melakukan 
penggalian menggunakan 

alat berat di titik yang di-
curigai.

"Tim SAR gabungan se-
dang berupaya melakukan 
penyelamatan, dengan ha-
rapan para korban dapat 
secepatnya terevakuasi," 
ujarnya.

Dilaporkan, longsor ter-
jadi pada Sabtu (22/3) se-
kitar Pukul 12:10 WITA di 
saat tiga alat berat sedang 
melakukan pekerjaan pe-
nanganan limbah.

Tiga orang menjadi kor-
ban dalam peristiwa terse-
but, satu orang telah dieva-
kuasi oleh tim perusahaan 
dalam keadaan meninggal 
dunia dengan identitas 
korban bernama Demianus 
(23 tahun), alamat Desa 
Kalemago, Kecamatan Lore 
Timur, Kabupaten Poso 
berprofesi sebagai ope-
rator excavator PT. MIKI 

(kontraktor).
Sedangkan dua korban 

lainnya masih dalam pen-
carian, yang mana indenti-
tas mereka bernama Akbar 
(22 tahun) profesi operator 
excavator PT MIKI asal 
Kabùpaten Luwu, Sulawesi 
Selatan dan Irfan Tandi (24 
tahun) profesi operator PT 
MIKI asal Desa Batustan-
duk, Kecamatan Walen-
rang, Kabupaten Luwuk.

"Hari ini operasi SAR 
hari ke tiga, kami mengop-
timalkan proses penca-
rian," ucap Rizal.

Ia menambahkan, ada-
pun tim SAR gabungan 
terlibat antara lain sem-
bilan personel Basarnas, 
sembilan personel Polri, 
tiga prajurit TNI-AL, dan 
empat personel Pemadam 
Kebakaran (Damkar) PT 
IMIP. ANT

Basarnas Bantu Pencarian Korban 
Tertimbun Longsor di PT IMIP

TIM SAR sabungan melakukan pencarian korban tertimbun longsor limbah industri di kawasan PT IMIP 
di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (26/3/2025). FOTO: ANTARA/KANSAR PALU
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Menurut Prof. Slamet, 
bahwa secara ideal, dalam 
proses formulasi kebijakan 
penyusunan UU TNI ini, 
mestinya melibatkan semua 
elemen bangsa, sehingga 
tidak terkesan cender-
ung mengurangi peran 
Birokrasi Sipil dan 
Supremasi Sipil dalam 
jabatan strategis. 

"Idealnya semua 
pihak di l ibatkan 
dalam proses formu-
lasi kebijakan terkait 
R e v i s i  U U 
T N I , " 
j e l a s 

Guru besar Universitas Ta-
dulako ini. 

Kata dia, meskipun hanya 
14 kelembagaan dan kemen-
terian yangg diberi ruang 

untuk dijabat 
TNI aktif, 
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Prof Slamet: Revisi UU TNI 
Langkah Mundur dalam 
Konsolidasi Demokrasi

SULTENG RAYA- Kebijakan pengesahan 
revisi Undang-undang (UU) Tentara Nasi-
onal Indonesia (TNI), idealnya dilakukan 
kajian yang lebih mendalam. Penegasan itu 
disampaikan oleh Prof. Slamet Riadi Cante, 
Pengurus Pusat Assosiasi Ilmu Politik Indo-
nesia (AIPI) saat berbincang dengan media 
ini, Rabu (26/3/2025).

lainnya masih belum jelas 
pengaturannya.

"Penempatan prajurit ak-
tif dalam jabatan sipil belum 
diatur kriteria jabatan secara 
jelas, sehingga berpotensi 
terjadinya konflik antara 
birokrasi sipil dan TNI, ini 
merupakan langkah mund-
ur dalam konsolidasi de-
mokrasi," jelasnya.

Olehnya itu terang Prof 
Slamet, penting ada  regu-
lasi terkait keseimbangan 
peran  antara jabatan dari 
kalangan birokrasi sipil dan 
TNI. "Sebab supremasi sipil 
merupakan salah satu pilar 
dalam mewujudkan de-
mokrasi yang berkualitas," 
jelasnya.  

Kata dia, TNI sebaiknya 
lebih didorong agar lebih 
memiliki profesionalisme 
dalam kerangka memper-
kuat pertahanan Negara. 

"Selama ini kepercayaan 
publik terhadap TNI cukup 
tinggi, olehnya itu dengan 
pengesahan revisi UU TNI 
ini, diharapkan agar setiap 
kebijakan yang akan dila-
kukan, sebaiknya didasari 
dengan nilai-nilai transpa-
ransi, akuntabilitas dan 
partisipatif," jelas Prof 
Slamet. FERY

SULTENG RAYA-Pemerintah 
telah melakukan serah terima 250 
kunci rumah subsidi untuk para 
guru melalui Program Rumah un-
tuk Guru Indonesia di Perumahan 
Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 
(25/3/2025). 

Program ini merupakan kolabo-
rasi antara Kementerian Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (PKP) 
bersama Kementerian Pendidikan 
Dasar dan Menengah (Kemendik-
dasmen), PT Bank Tabungan Negara 
(BTN), Badan Pengelola Tabungan 
Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan 
Badan Pusat Statistik (BPS). 

"Tantangan kami (untuk mewu-
judkan program ini) tidak mudah, 

tetapi kami punya Presiden yang 
optimis, yakin, dan percaya diri un-
tuk membangun Indonesia berdiri di 
atas kakinya sendiri. Sebagaimana 
arahan Presiden, saya akan men-
gutamakan kebijakan juga kepada 
wong cilik," kata Menteri PKP Mar-
uarar Sirait.

Maruarar mengatakan, sebe-
narnya ada 20.000 unit rumah yang 
siap dihuni untuk para guru, namun 
penyerahan kunci dilakukan secara 
simbolis untuk 250 unit rumah. 
Menurut pria yang akrab di sapa 
Ara ini, program penyediaan rumah 
subsidi merupakan salah satu pro-
gram pemerintah untuk membantu 
masyarakat berpenghasilan rendah 
memiliki rumah.

"Penyediaan 20.000 unit rumah 
subsidi bagi para guru bertujuan 
memastikan lokasi mengajar mereka 
tak jauh dari tempat tinggal, sehing-
ga guru bisa lebih fokus mengajar 
murid-muridnya," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendidi-
kan Dasar dan Menengah (Mendik-
dasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, 
mengapresiasi kerja cepat Kemen-
terian PKP dalam merealisasikan 
pengadaan rumah bersubsidi untuk 
guru. “Awalnya kita hanya MoU 
saja, tapi tiba-tiba beberapa hari 
yang lalu menteri PKP menyam-
paikan ke saya kita langsung serah 
terima kunci. Ini saya kira sebuah 
langkah maju yang luar biasa. Kare-
na itu, terima kasih apresiasi kepada 

Pak Menteri PKP,” kata Mu'ti. 
Mu'ti melanjutkan, Presiden Pra-

bowo Subianto memang berkomit-
men untuk membangun sumber 
daya manusia Indonesia.

Menurut Mu'ti, kunci pemban-
gunan manusia yakni lewat para 
guru yang merupakan pahlawan 
pencerdasan bangsa yang patut di-
perhatikan kesejahteraannya. 

“Mudah-mudahan (program ini) 
bermanfaat dan mudah-mudahan 
para guru dengan berbagai pening-
katan kesejahteraan dan layanan 
pendidikan dapat bekerja lebih 
baik lagi, fokus pada pembelajaran, 
fokus pada tugas bapak-bapak Ibu 
sekalian sebagai pendidik,” pungkas 
Mu'ti. KPS

SULTENG RAYA-Pemer-
intah melalui lima kemente-
rian-lembaga termasuk Ke-
menterian Pendidikan Dasar 
dan Menengah (Kemendik-
dasmen) wujudkan Program 
Rumah untuk Guru Indo-
nesia. Program ini dimulai 
dengan penandatanganan 
nota kesepahaman (MoU) 
sekaligus serah terima kunci 
rumah bersubsidi.

Program Rumah untuk 
Guru Indonesia menjadi 
salah satu komitmen peme-
rintah dalam meningkatkan 
kesejahteraan guru. Nan-
tinya rumah-rumah subsidi 
ini akan dibangun serentak 
di 8 provinsi Indonesia.

Provinsi tersebut dari 
Aceh, Medan, Bogor, Beng-
kalan, Pontianak, Makas-
sar, Kupang, dan Jayapura. 
Mendikdasmen Abdul Mu'ti 
memberikan apresiasi ke-
pada mitra kerjanya dalam 
program ini yakni Kemen-
terian Perumahan dan Ka-

wasan Permukiman (PKP).
Karena program ini bisa 

direalisasi dalam waktu de-
kat dan cepat. Sebagai kunci 
dalam membangun sumber 
daya manusia Indonesia dan 
sesuai Asta Cita ke-4 Presi-
den Prabowo Subianto, guru 
memang patut diperhatikan 
kesejahteraannya.

Dengan begitu ia berha-
rap, program rumah subsidi 
bisa bermanfaat bagi para 
guru yang diiringi dengan 
memberikan layanan pen-
didikan lebih baik.

"Mudah-mudahan (pro-
gram ini) bermanfaat dan 
mudah-mudahan para guru 
dengan berbagai pening-
katan kesejahteraan dan 
layanan pendidikan dapat 
bekerja lebih baik lagi, fokus 
pada pembelajaran, fokus 
pada tugas bapak-bapak Ibu 
sekalian sebagai pendidik," 
kata Mu'ti dikutip dari rilis 
yang diterima detikEdu di-
tulis Rabu (26/3/2025).

20 RIBU UNIT RUMAH 
SUBSIDI SIAP DIHUNI 

GURU
Tidak sendiri, Kemen-

dikdasmen dibantu empat 
kementerian-lembaga lain 
dalam program ini. Me-
reka adalah Kementerian 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (PKP), PT Bank 
Tabungan Negara (BTN), 
Badan Pengelola Tabun-
gan Perumahan Rakyat (BP 
Tapera), dan Badan Pusat 
Statistik. Menteri PKP, Mar-
uarar Sirait membeberkan 
ada 20 ribu unit rumah yang 
siap dihuni oleh para guru. 
Namun, baru 250 unit ru-
mah yang diserahkan kun-
cinya secara simbolis.

Penyediaan 20 ribu unit 
rumah subsidi ini dilakukan 
untuk membantu masyara-
kat berpenghasilan rendah 
(MBR). Kendati demikian, 
tujuan utamanya agar lokasi 
tempat tinggal guru tak jauh 
dari tempat mengajar atau 

SULTENG RAYA- Ke-
menter ian  Pendidikan 
Dasar dan Menengah (Ke-
mendikdasmen) berupa-
ya membuka kesempatan 
yang lebih luas bagi lulusan 

vokasi untuk bekerja seba-
gai pekerja migran Indo-
nesia profesional. Hal itu 
diwujudkan dengan bekerja 
sama dengan Kementerian 
Ketenagakerjaan (Keme-

naker) dan Kementerian 
Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (KP2MI)/Badan 
Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI) di Kantor 
Kemendikdasmen, Jakarta, 

Senin (24/3/2025). 
Kerja sama ditandai den-

gan penandatangan nas-
kah kesepahaman bersama 
antara Kemendikdasmen 
dengan Kemnaker yang 

PENANDATANGANAN kerja sama Kemendikdasmen, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Pelindungan Pe-
kerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin 
(24/3/2025). FOTO: DOKUMEN KEMENDIKDASME

Kemendikdasmen-Kemenaker Dorong 
Lulusan Vokasi Jadi Pekerja Migran Profesional

dilakukan oleh Menteri 
Pendidikan Dasar dan Me-
nengah (Mendikdasmen) 
Abdul Mu’ti, dan Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) 
Yassierli. 

Mendikdasmen Abdul 
Mu'ti mengatakan, kerja 
sama ini merupakan lang-
kah strategis untuk mening-
katkan kualitas pendidikan 
vokasi serta memperkuat 
keterhubungan ekosistem 
pendidikan, dunia industri, 
dan dunia kerja.

SIAPKAN PEKER-
JA MIGRAN YANG 

KOMPETEN DI PASAR 
GLOBAL 

Serta sebagai bentuk du-
kungan Kemendikdasmen 
terhadap sektor tenaga kerja 
migran yang selama ini 
menjadi salah satu penyum-
bang devisa terbesar bagi 
Indonesia.

"Saya meyakini, kerja 
sama yang kita lakukan 
ini dapat menjadi proyek 
rintisan bersama untuk men-
jawab banyaknya minat 
lulusan SMK, lulusan vokasi 
yang ingin bisa berkarier di 
mancanegara," kata Mu'ti 
dikutip dari keterangan 
tertulis, Selasa (25/3/2025). 

Berdasarkan data dari 
pemerintah, kini dari seki-
tar 5,2 juta pekerja migran 
Indonesia di luar negeri, se-
kitar 57 persen di antaranya 
bekerja di sektor informal, 
di mana 70 persennya me-
rupakan lulusan SD dan 

SMP. Melalui kerja sama ini 
diharapkan, pemerintah In-
donesia dapat menyiapkan 
pekerja migran yang kompe-
ten untuk bersaing di pasar 
global serta mengupayakan 
pelindungan yang optimal.

Mu’ti melanjutkan, pihak-
nya menyiapkan sumber 
daya manusia (SDM) yang 
kompeten melalui kerja 
sama dengan Kemnaker 
untuk melaksanakan pro-
yek rintisan pengemban-
gan kompetensi dan sertifi -
kasi bagi siswa dan alumni 
vokasi. Sehingga lulusan 
SMK/LKP nantinya tidak 
hanya bisa meningkatkan 
kompetensi di Balai Latihan 
Kerja (BLK) Kemenaker, 
tetapi juga mendapat serti-
fi kasi yang terstandar untuk 
membuka peluang kebeker-
jaan yang lebih luas.

"Kemudian nanti Kemen-
terian PPMI dapat memfa-
silitasi penempatan lulusan 
vokasi sesuai kebutuhan 
industri di luar negeri. Kami 
berharap kerja sama dapat 
segera terlaksana dan diwu-
judkan dalam waktu dekat," 
ujarnya.  Dalam kesempatan 
yang sama, Menaker, Yas-
sierli, mengatakan bahwa 
kerja sama ini merupakan 
sebuah langkah strategis 
dalam mengatasi berbagai 
persoalan terkait ketenaga-
kerjaan di Indonesia. Mulai 
dari kebekerjaan lulusan 
vokasi, produktivitas tenaga 
kerja indonesia, serta human 
capital index. 

“Melalui kerja sama ini, 
saya merasa ada optimisme 
kita untuk menjawab tantan-
gan yang kita hadapi selama 
ini. Melalui kerja sama ini, 
lulusan-lulusan SMK ung-
gulan yang sudah dipetakan 
oleh Kemendikdasmen ini 
bisa melakukan upskiling 
dan reskilling di BLK yang 
ada di bawah Kemenaker 
untuk menyiapkan tenaga 
kerja yang sesuai dengan 
feature job," tutur Yassierli.

Sementara menurut Men-
teri Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia, Abdul 
Kadir Karding menilai ker-
ja sama ini menjadi upaya 
bersama antara KP2MI/BP-
2MI dan Kemendikdasmen 
untuk menciptakan ekosis-
tem vokasi. Dalam rangka 
mempersiapkan tenaga kerja 
migran Indonesia yang pro-
fesional, khususnya dari lu-
lusan vokasi. “Kerja sama ini 
diperlukan karena prinsip 
mendasar untuk memban-
gun tata kelola pelindungan 
adalah peningkatan kom-
petensi," ungkap Kadring. 
Dia menambahkan, melalui 
kerja sama ini, pihaknya 
akan melakukan pemetaan 
kebutuhan pasar tenaga 
kerja global kemudian akan 
kami sambungkan dengan 
sumber-sumber yang terse-
dia di SMK dan LKP. "Den-
gan kerja sama ini, kita bisa 
bersama-sama menyiapkan 
tenaga migran Indonesia 
yang lebih profesional,” 
pungkasnya. KPS

penyusunan UU TNI ini, 
mestinya melibatkan semua 
elemen bangsa, sehingga 
tidak terkesan cender-
ung mengurangi peran 
Birokrasi Sipil dan 
Supremasi Sipil dalam 
jabatan strategis. 

"Idealnya semua 
pihak di l ibatkan 
dalam proses formu-
lasi kebijakan terkait 
R e v i s i  U U 
T N I , " 
j e l a s 

14 kelembagaan dan kemen-
terian yangg diberi ruang 
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TNI aktif, 
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TNI. "Sebab supremasi sipil 
merupakan salah satu pilar 
dalam mewujudkan de-
mokrasi yang berkualitas," 
jelasnya.  

Kata dia, TNI sebaiknya 
lebih didorong agar lebih 
memiliki profesionalisme 
dalam kerangka memper-
kuat pertahanan Negara. 

"Selama ini kepercayaan 
publik terhadap TNI cukup 
tinggi, olehnya itu dengan 
pengesahan revisi UU TNI 
ini, diharapkan agar setiap 
kebijakan yang akan dila-
kukan, sebaiknya didasari 
dengan nilai-nilai transpa-
ransi, akuntabilitas dan 
partisipatif," jelas Prof 
Slamet. FERY

PEYERAHAN kunci rumah subsidi untuk para guru melalui 
Program Rumah untuk Guru Indonesia di Perumahan Pesona 
Kahuripan 11, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 
(25/3/2025). FOTO: DOKUMEN KEMENDIKDASMEN

Pemerintah Serahkan 250 Rumah Subsidi untuk Guru

LIMA kementerian-lembaga realisasi program rumah untuk guru Indonesia. FOTO: BKHM KEMEN-
DIKDASMEN

Pemerintah Sediakan 20 Ribu Rumah untuk Guru
sekolah.

Sehingga ke depannya, 
guru bisa lebih fokus men-
gajar murid-muridnya tanpa 
harus menempuh jarak jauh.

"Tantangan kami (untuk 
mewujudkan program ini) 
tidak mudah, tetapi kami 
punya Presiden yang opti-
mis, yakin, dan percaya diri 
untuk membangun Indone-
sia berdiri di atas kakinya 
sendiri. Sebagaimana arahan 
Presiden, saya akan men-
gutamakan kebijakan juga 
kepada wong cilik," ujar 
menteri yang disapa Ara ini.

Keinginan agar guru bisa 
lebih berkonsentrasi men-
gajar karena telah punya 
rumah yang layak huni juga 
disampaikan Direktur Uta-
ma BTN, Nixon L P Napi-
tupulu. Menurutnya pro-
gram ini akan paling disukai 
masyarakat karena menjadi 
bagian dalam proses men-
gentaskan kemiskinan.

Untuk menetapkan siapa 
penerima bantuan program, 
pemerintah mengandalkan 
data yang dihasilkan Badan 
Pusat Statistik (BPS). Kepala 
BPS, Amalia Adininggar Wi-
dyasanti menyebut bangga 
bisa ikut berperan dalam 
pembangunan bangsa.

Ia percaya data yang baik 
akan menjadi fondasi uta-
ma dalam membangun ke-
bijakan yang lebih efektif. 
Termasuk dalam program 
Rumah untuk Guru Indo-
nesia dan Penghargaan bagi 
Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

"Kami percaya bahwa 
data yang baik akan menjadi 
fondasi utama dalam mem-
bangun kebijakan yang lebih 
efektif dan tepat sasaran. 
Termasuk dalam mendu-
kung penyediaan hunian 
layak bagi para guru sebagai 
bagian dari pembangunan 
nasional yang inklusif," 
ucapnya. DTC


